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Nines Himma Ardhana (2021). Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang. Efektivitas Mal 
Pelayanan Publik Pada Masa New Normal Di Kota Surabaya. 
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Penelitian ini berfokus pada pembahasan efektivitas Mal Pelayanan Publik pada 
masa tatanan normal baru di Kota Surabaya dengan Mal Pelayanan Publik sebagai 
objeknya. Masa tatanan normal baru berdampak pada hampir seluruh sektor 
kehidupan termasuk pelayanan publik. Mal Pelayanan Publik yang merupakan hasil 
inovasi dari pelayanan publik mendapatkan tantangan untuk dapat terus 
merealisasikan tujuannya. Mal Pelayanan Publik memiliki tujuan yaitu 
memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, kenyamanan, dan keamanan 
bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan perizinan maupun non-perizinan. 
Penelitian ini menggunakan 3 indikator efektivitas menurut Duncan antara lain 
adalah pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengambilan data observasi, wawancara, 
dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Mal Pelayanan 
Publik pada masa tatanan normal baru di Kota Surabaya dapat dikatakan efektif. 
Sistem online yang diterapkan menjadi ujung tombak pelaksanaan pelayanan saat 
masa tatanan normal baru, beberapa pelayanan dapat dilakukan sepenuhnya melalui 
online tanpa datang langsung ke lokasi. Selain itu, dokumen hasil pelayanan dapat 
secara mandiri dicetak oleh masyarakat. Namun ada beberapa hambatan dari 
diterapkannya sistem online, seperti adanya gangguan jaringan provider maupun 
server yang tidak dapat ditebak kapan akan terjadi serta hambatan dari beberapa 
masyarakat yang masih gagap akan teknologi.  
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This research focuses on discussing the effectiveness of Public Service Malls during 
the new normal order in Surabaya with Public Service Malls as the object. The new 
normal period of order affects almost all sectors of life including public services. 
Public Service Mall which is the result of innovation from public services is 
challenged to be able to continue to realize its goals. Public Service Mall has the 
purpose of providing convenience, speed, affordability, comfort, and security for 
the public in obtaining licensing and non-licensing services. This study uses 3 
indicators of effectiveness according to Duncan, among others, is the achievement 
of goals, adaptation, and integration. The research method used is qualitative with 
observation data retrieval techniques, interviews, and literature studies. The results 
showed that the effectiveness of Public Service Mall during the new normal order 
in Surabaya can be said to be effective. The online system that is applied to 
spearhead the implementation of services during the new normal order period, some 
services can be done entirely through online without coming directly to the location. 
In addition, the documents of the service results can be independently printed by 
the community. However, there are some obstacles from the implementation of 
online systems, such as the disruption of provider networks and servers that can not 
be guessed when it will occur as well as obstacles from some people who still stutter 
about technology. 
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Pandemi : Istilah dari epidemi penyakit yang menyebar 
di wilayah yang luas hingga mencapai 
beberapa benua atau hingga seluruh dunia. 
Covid-19 : Istilah nama penyakit yang disebabkan oleh 
virus Corona yang terjadi pada pandemi saat 
ini. Virus ini ditemukan pada tahun 2019 itu 
sebabnya diberi label “19”. 
New Normal : Sebuah perubahan budaya hidup yang 
dicanangkan pemerintah Indonesia agar 
masyarakat dapat terbiasa dengan tatanan 
hidup yang baru untuk menghadapi pandemi 
Covid-19 
PSBB : Sebuah singkatan dari Pembatasan Sosial 
Berskala Besar yang merupakan istilah untuk 
kekarantinaan kesehatan di Indonesia dengan 
definisi sebagai pembatasan kegiatan tertentu 
oleh penduduk dalam satu wilayah untuk 
mencegah penyebaran penyakit. 
Protokol Kesehatan : Serangkaian aturan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah melalui kementerian kesehatan 
dalam upaya penanganan suatu wabah 
penyakit 
WFH/WFO : Sebuah singkatan dari Work From 
Home/Work From Office yaitu istilah yang 
digunakan untuk bekerja dari rumah atau dari 
kantor. Istilah ini populer digunakan sejak 
masa pandemi di Indonesia. 
Online : Istilah online dipadankan menjadi dalam 
jaringan (daring) yang mengandalkan 
jaringan nternet. 
Offline : Istilah offline dipadankan menjadi luar 
jaringan (luring) yaitu tidak terhubungnya 
dengan jaringan internet. 
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Server : Server atau dalam bahasa Indonesia 
biasanya disebut peladen merupakan suatu 
sistem komputer yang memiliki layanan 
khusus berupa penyimpanan data. Data yang 
disimpan melalui server berupa informasi dan 
beragam jenis dokumen yang kompleks. 
MPP : Sebuah singkatan untuk Mal Pelayanan 
Publik yang merupakan sebuah inovasi dari 
pemerintah untuk berupaya memberikan 
perbaikan pada pelayanan publik. 
Pelayanan Publik : Pelayanan publik merupakan kegiatan 
pemenuhan kebutuhan bagi setiap 
masyarakat atas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 
Efektivitas : Secara mudah dapat diartikan untuk 
mengukur sejauhmana tujuan telah dicapai. 
Interaksi : Interaksi merupakan tindakan yang 
dilakukan ketika dua atau lebih saling 
melakukan aksi, berhubungan. Interaksi 
dapat terjadi antara individu-individu, 
kelompok-individu, kelompok-kelompok. 
Inovasi : Inovasi merupakan proses atau hasil 
pengembangan pemanfaatan pengetahuan, 
keterampilan dan pengalaman untuk 
menciptakan atau memperbaiki produk 
(barang dan/atau jasa), proses, dan/atau 
sistem yang baru, yang memberikan nilai 
yang berarti atau secara signifikan. 
Solusi : Penyelesaian sebuah masalah, pemecahan, 
atau juga jalan keluar dari sebuah masalah. 
Ekosistem : Ekosistem dapat diartikan sebagai suatu 
tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh 




Administrasi : Administrasi secara sederhana merupakan 
kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-
menyurat, pembukuan ringan, ketik-
mengetik, agenda, dan lain sebagainya yang 
bersifat teknis. 
Adopsi : Penerimaan suatu usul atau laporan 
mengenai sebuah konsep, proses, cara, dan 
ide pemikiran. 
Antre : Biasanya digunakan saat sedang berdiri 
berderet-deret memanjang dan menunggu 
giliran. 
Kebijakan : Kebijakan merupakan rangkaian dari sebuah 
konsep dan asas yang dapat menjadi pedoman 
dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu 







1.1 Latar Belakang 
Situasi masa pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini berdampak pada segala 
sektor kehidupan masyarakat. Pandemi ini melanda hampir seluruh negara belahan 
dunia, termasuk Indonesia. Perubahan kehidupan pada masyarakat Indonesia saat 
mengalami pandemi terjadi dengan begitu cepat, terlebih pada sektor sosial. Pada 
awal terjadinya pandemi, Indonesia menerapkan masa darurat dengan menghimbau 
seluruh masyarakat untuk menjaga jarak, hingga melarang masyarakat untuk 
berkegiatan diluar rumah untuk mencegah persebaran pandemi. 
Kemudian pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) yangmana ini dilakukan untuk lebih menahan penyebaran pandemi 
hingga kemudian masyrakat mulai mengalami masa kesulitan dalam hal ekonomi, 
bagi masyarakat yang dapat melakukan pekerjaannya secara online tidaklah 
menjadi masalah. Namun masalah terjadi saat masyarakat yang tidak dapat 
melakukan pekerjaannya secara online dan bersinggungan secara langsung dengan 
sektor sosial sehingga kemudian pemerintah memberikan solusi berupa penerapan 
tatanan normal baru (new normal) yang diatur melalui Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan 
dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam 
Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.1 
                                                          
1 Muhyiddin, 2020. Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. The 
Indonesian Journal of Development Planning, Vol. 4, No. 2. Hlm 246 
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Tatanan normal baru yang diterapkan pada saat pandemi di Indonesia 
dibarengi dengan adanya protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh setiap elemen 
masyarakat yangmana hal ini dilakukan dalam menghadapi pandemi. Protokol 
kesehatan yang paling minimal adalah memakai masker bagi setiap orang, mencuci 
tangan se-sering mungkin, menghindari kerumunan. Kemudian selain protokol 
kesehatan masyarakat dengan tegas dihimbau untuk mengurangi bahkan tidak sama 
sekali berinteraksi secara langsung dengan orang lain sehingga ini berdampak pada 
seluruh sektor kehidupan terlebih yang masih mengandalkan interaksi secara 
langsung untuk dapat berjalan sehingga saat terjadi pandemi jika hanya 
mengandalkan interaksi secara langsung akan terganggu. 
Pelayanan publik yang merupakan buah dari sektor sosial juga mengalami 
dampak yang sama. Pelayanan publik yang ada di Indonesia sejak awal masih 
mengandalkan interaksi secara langsung untuk dapat memberikan layanan kepada 
masyarakat sehingga pelayanan publik harus memiliki solusi yang tepat dalam 
mengatasi masalah ini. Sektor pelayanan publik yang merupakan sebuah kebutuhan 
dasar bagi masyarakat tentu dituntut untuk dapat teteap berjalan dengan semestinya 
di situasi apapun, dan hal ini bukanlah sebuah pilihan tetapi sebuah keharusan 
sehingga dibutuhkan adanya solusi yang tepat. Sebelum pandemi, pelayanan publik 
di Indonesia telah mengalami beberapa perbaikan baik secara ekosistem seperti 
pembahasan tentang regulasi serta melakukan inovasi yang dapat digunakan untuk 
membenahi kebijakan, serta melalui personal individu aparat pemerintah.2 
                                                          
2 Eka Safitri, 09 januari 2019. ICW: Sistem Pelayanan Publik Berpengaruh terhadap Potensi 
Korupsi. https://news.detik.com/berita/d-4377283/icw-sistem-pelayanan-publik-berpengaruh-
terhadap-potensi-korupsi, diakses pada tanggal 03 April 2019. 
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Pelayanan publik hingga saat ini menjadi tolak ukur yang secara mudah dapat 
dirasakan oleh masyarakat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis pelayanan, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Pelayanan yang diberikan 
dapat berupa jasa, barang, hingga pelayanan administratif yang disediakan oleh 
pemerintah, dengan demikian pelayanan publik dapat diartikan sebagai proses 
dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah. 
Perkembangan pelayanan publik yang ada di Indonesia telah dilakukan 
dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Awalnya pelayanan publik 
di Indonesia menggunakan Pelayanan Unit atau Instansi Teknis, pelayanan ini 
merupakan sistem pelayanan paling konvensional yang ada di Indonesia. Pada 
sistem ini masyarakat diharuskan mengunjungi pelayanan di SKPD terkait sesuai 
dengan kebutuhan. Kemudian pemerintah pertama kali melakukan inovasi pada 
pelayanan publik dengan menerapkan Pelayanan Satu Atap. Pelayanan Satu Atap 
merupakan pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat untuk berbagai jenis 
pelayanan melalui beberapa pintu, salah satu contoh pelayanan satu atap yang 
hingga saat ini masih diterapkan dalam pelayanan administrasi serta pajak 
kendaraan bermotor yaitu pelayanan Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat). 
Setelah sistem pelayanan satu atap, pemerintah mengembangkan kembali 
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pelayanan publik yang ada dengan menerapkan inovasi model Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu.3 
Penerapan pelayanan terpadu satu pintu merupakan pelayanan yang 
diselenggarakan pada satu tempat dengan meliputi beberapa jenis pelayanan 
melalui satu pintu. Namun, model pelayanan tersebut masih terbatas dilakukan oleh 
masing-masing instansi, sehingga memerlukan suatu platform baru, yangmana 
kewenangan pelayanan beberapa instansi dapat dilaksanakan dalam satu tempat 
yang dapat diperoleh dengan cepat, terjangkau, aman, dan nyaman. Kemudian 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(KemenPANRB) memperluas fungsi dari pelayanan terpadu yang ada dengan 
menggagas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Konsep Mal Pelayanan 
Publik ditawarkan sebagai solusi dari beberapa kekurangan yang ada pada 
pelayanan terpadu saat ini yang belum terintegrasi antara pelayanan pusat dan 
daerah sekaligus pelayanan bisnis dalam satu tempat, sehingga adanya Mal 
Pelayanan Publik dapat memenuhi beberapa keperluan yang sesungguhnya 
mengharuskan diurus pada beberapa tempat yang berbeda dapat diurus dalam satu 
tempat. Anggapan adanya proses yang berbelit dalam birokrasi bagi masyarakat 
menjadi salah satu target tujuan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 
untuk mengintegrasikan semua pelayanan publik yang diperlukan di satu tempat.4 
Konsep Mal Pelayanan Publik tersebut digagas melalui proses adopsi Public 
                                                          
3 Humas MenPANRB, 06 Oktober 2017. Mal Pelayanan Publik Surabaya Jadi Model Nasional. 
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/resmikan-mal-pelayanan-publik-surabaya-menteri-
panrb-jadi-model-nasional, diakses pada tanggal 01 April 2019. 
4 Humas MenPANRB, 06 Oktober 2017, Op. Cit. 
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Service Hall (PSH) milik negara Azerbaijan bernama ASAN Xidmat yang 
mengintegrasikan pelayanan pusat dan daerah.5 
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 23 Tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, tujuan diadakannya MPP adalah untuk 
memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan 
kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta meningkatkan daya saing 
global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.6 Pelaksanaan MPP 
juga dilakukan dengan memegang beberapa prinsip yaitu keterpaduan, berdaya 
guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan.7 Di Indonesia, MPP 
yang pertama kali diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (MenPANRB) adalah MPP Kota Surabaya dan dijadikan 
sebagai model nasional.8 Peresmian MPP di Kota Surabaya dilakukan pada tanggal 
06 Oktober 2017 di Gedung Siola dan memberikan berbagai layanan yang dapat 
dijangkau dalam satu titik9. 
Tabel 1.1  
Daftar Mal Pelayanan Publik Di Jawa Timur 
No. Tahun  Penyelenggara Mal Pelayanan Publik 
1 2017 Kota Surabaya 
                                                          
5 Ervan, 13 Juli 2018. Konsep Mal Solusi Pelayanan Terpadu. 
https://www.gatra.com/rubrik/nasional/331971-Konsep-Mal-Solusi-Pelayanan-Terpadu-
Masyarakat, diakses pada tanggal 31 Maret 2019. 
6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 
2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Pasal 2. 
7 Ibid, Pasal 3. 
8 Humas MenPANRB, 06 Oktober 2017, Op. Cit. 
9 Amaluddin, 07 Oktober 2017. Mal Pelayanan Publik Surabaya Pusatkan 160 Lebih Perizinan. 
http://jatim.metrotvnews.com/peristiwa/8Kyv6a6N-mal-pelayanan-publik-surabaya-pusatkan-160-
lebih-perizinan, diakses pada tanggal 01 April 2019. 
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2 2017 Kabupaten Banyuwangi 
3 2018 Kabupaten Probolinggo 
4 2018  Kabupaten Pamekasan 
5 2018  Kota Mojokerto 
6 2019  Kabupaten Sidoarjo 
7 2019 Kabupaten Nganjuk 
8 2019 Kabupaten Gresik 
9 2019 Kabupaten Bojonegoro 
10 2019 Kabupaten Sumenep 
11 2019 Kota Probolinggo 
12 2020 Kabupaten Lamongan 
13 2020 Kabupaten Magetan 
14 2020 Kabupaten Madiun 
15 2020 Kabupaten Tuban 
16 2020 Kabupaten Sumenep 
17 2021 Kabupaten Malang 
Sumber: Diolah oleh penulis, 2021 
Melalui tabel diatas dapat diketahui bahwa telah 17 daerah dari 29 kabupaten 
dan 9 kota di Jawa Timur yang menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik.10 
Penetapan kebijakan mengenai Mal Pelayanan Publik menjadi harapan dalam 
membenahi kualitas pelayanan publik yang ada. Namun, menurut Agus Pambagio 





yang merupakan pengamat kebijakan publik, efektivitas Mal Pelayanan Publik 
masih diragukan selama kantor tersebut masih mengandalkan tenaga manusia 
dalam mengurus administrasi dan menerbitkan izin. Penyelenggaraan Mal 
Pelayanan Publik masih memungkinkan adanya penyuapan karena masih terdapat 
pertemuan tatap muka antara pemohon izin dengan petugas di Mal Pelayanan 
Publik dalam proses pelayanan.11 Hal ini tidak terlepas dari status bidang perizinan 
yang masih laku sebagai komoditas korupsi di Indonesia. Sebagai salah satu 
contohnya yaitu adanya upaya dari aparat selaku pelaku yang membuat alur 
perizinan berbelit, sehingga proses menyuap tak dapat dihindari demi mendapatkan 
pelayanan yang cepat. Penyelenggaraan Mal Pelayananan Publik merupakan upaya 
dari reformasi birokrasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada 
pelayanan publik seperti adanya proses yang panjang, berbelit-belit, serta adanya 
pungutan liar.12 
Selain itu, penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik tentu membutuhkan 
sumberdaya yang tidak sedikit, seperti biaya pembangunan hingga sumberdaya 
manusia yang dibutuhkan. Sehingga perlu kiranya untuk dapat dilihat bagaimana 
Mal Pelayanan Publik dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan 
berlandaskan prinsip dan tujuannya agar dapat diketahui apakah kebijakan 
penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik merupakan sebuah solusi yang tepat atau 
sebaliknya. Keaadaan pandemi yang melanda Indonesia saat ini juga menjadi salah 
                                                          
11 Mesha Mediani, 10 Oktober 2017. Mal Pelayanan Publik Masih Buka Peluang Ruang Suap. 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171009114412-12-247112/mal-pelayanan-publik-
masih-buka-peluang-ruang-suap, diakses pada tanggal 30 Maret 2019. 
12 Haris Kurniawan, 16 November 2017. Mal Pelayanan Publik Generasi Ketiga Pelayanan Terpadu. 
https://www.merdeka.com/peristiwa/mal-pelayanan-publik-generasi-ketiga-pelayanan-
terpadu.html, diakses pada 31 Maret tanggal 2019. 
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satu faktor bagaimana Mal Pelayanan Publik menghadapinya karena pada masa 
pandemi, sektor pelayanan publik mendapatkan dampak yang sama dengan sektor 
lainnya. Pandemi Covid-19 menghimbau untuk mengurangi adanya interaksi secara 
langsung sedangkan pelayanan publik yang ada hingga saat ini masih bergantung 
besar pada interaksi secara langsung. Belum lagi adanya desakan antrean yang ada 
dapat melanggar protokol kesehatan yang telah dirumuskan dalam menghadapi 
masa pandemi. 
Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti 
menaruh perhatian terhadap penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota 
Surabaya dengan judul “Efektivitas Mal Pelayanan Publik Pada Masa Tatanan 
Normal Baru di Kota Surabaya”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan peneliti pada latar belakang tersebut, maka penulis 
merumuskan permasalahan yang ada dengan sebagai berikut, yaitu bagaimana 
Efektivitas Mal Pelayanan Publik pada masa tatanan normal baru di Kota Surabaya? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui Efektivitas Mal Pelayanan Publik pada masa tatanan normal baru di 
Kota Surabaya. 
1.4 Manfaat Penelitian 





a. Secara akademis, penelitian ini diharapakan mampu menambahkan 
wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan terlebih bagi pengembangan 
keilmuan yang memiliki fokus pada pelayanan publik di Indonesia. 
b. Penelitian ini juga diharapkan dapat mampu dijadikan sebagai bahan 
masukan serta referensi bagi siapa saja yang memiliki perhatian 
terhadap studi pelayanan publik di Indonesia. 
2. Praktis 
a. Menjadi bahan referensi bagi masyarakat secara luas dalam menelaah 
pelayanan publik yang ada di Indonesia. 
b. Mampu menjadi pembelajaran bagi penyedia dan penyelenggara 






Pada bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang di dalamnya terdapat 
tiga aspek yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Pertama, yaitu 
kajian empiris yang digunakan sebagai bahan perbandingan yang relevan sesuai 
dengan fokus penelitian yang dilakukan. Kedua, yaitu teori yang akan digunakan 
sebagai pisau analisis. Ketiga, yaitu kerangka pemikiran yang digunakan dalam 
penelitian ini sesuai dengan teori yang digunakan. 
2.1 Kajian Empiris 
Penelitian mengenai pelayanan publik bukanlah merupakan sebuah penelitian 
baru. Terdapat beberapa tulisan hasil penelitian mengenai pelayanan publik baik 
berupa skripsi ataupun tesis dari berbagai universitas, hingga jurnal-jurnal dengan 
fokus bahasan yang serupa. Hasil penelitian terdahulu ini dapat menjadi sebuah 
bahan rujukan bagi peneliti dalam melakukan penelitian dan menjadi sebagai bahan 
pembanding. Beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih dan dirangkum oleh 
penulis sebagai berikut; 
Pertama, yaitu sebuah penelitian berupa jurnal dari Jurnal Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Vol. 4, No. 2, Tahun 2015 oleh Leny Ismayanti dengan judul 
“Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten 
Malang”.13 Pada penelitian ini ditunjukkan bagaimana efektivitas penyelenggaraan 
pelayanan terpadu satu pintu yang ada di Kabupaten Malang serta bagaimana faktor 
                                                          
13 Leny Ismayanti, 2015. Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten 
Malang. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4, No. 2. 
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pendukung dan penghambat yang ada. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam 
penelitian ini digunakan pengertian efektivitas dari Drucker dalam Moenir yang 
menggunakan indikator lingkungan, teknologi, pemilihan strategi, struktur 
organisasi, proses, dan kultur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan 
teknik analisi data yang menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman 
dan Saldana. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa kurang efektif, hal ini karena 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tidak mampu mencapai tujuannya. Faktor 
pendukung dalam penelitian ini adalah luas wilayah Kabupaten Malang dan adanya 
wewenang pelimpahan 61 izin dari Bupati. Sedangkan faktor penghambatnya 
adalah terbatasnya anggaran sosialisasi dan publikasi, tim teknis yang tidak berada 
dalam satu gedung dan personil yang tidak sesuai kompetensi. 
Kedua, yaitu sebuah penelitian berupa jurnal dari Journal Of Public Policy 
And Management Review, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017 oleh Dipta Kharisma dan Tri 
Yuniningsih dengan judul “Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan 
Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan 
Pariwisata Kota Semarang”.14 Penelitian ini akan menganalisis bagaimana 
efektivitas dari organisasi Divisi Penunjang Pariwisata pada pelayanan Registri 
Usaha Pariwisata di Kota Semarang, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan 
penghambat yang ada. Teori yang digunakan yaitu teori efektivitas dari Duncan 
yang menggunakan indikator pencapaian tujuan, adaptasi, integrasi. Kemudian 
metode yang digunakan adalah kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan 
                                                          
14 Dipta Kharisma, Tri Yuniningsih, 2017. Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan 
Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota 
Semarang. Journal Of Public Policy And Management Review, Vol. 6, No. 2. 
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cara observasi, wawancara, studi dokumenter, dan studi pustaka. Hasil penelitian 
menunjukkan belum efektif, hal ini terlihat dari tujuan yang jauh dari hasilnya yaitu 
memberikan sumber informasi tentang pengaturan Usaha Pariwisata bagi 
stakeholders. Terbukti dari banyaknya pemangku kepentingan yang tidak memiliki 
izin pendaftaran usaha pariwisata. Hal tersebut disebabkan beberapa kendala yang 
ada yaitu kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum 
memadai, minimnya pemanfaatan teknologi, kesadaran pengusaha yang rendah, 
dan koordinasi yang kurang baik dalam hal memperoleh informasi. 
Ketiga, yaitu sebuah penelitian berupa jurnal dari Jurnal Aplikasi 
Administrasi, Vol. 20, No. 1, Tahun 2017 oleh Wiwit Wahyuningtias Anggrain 
dengan judul “Efektivitas Program Pendidikan Luar Sekolah Dalam Kejar Paket C 
Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “Variant Centre” Kelurahan Petemon 
Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”.15 Penelitian ini membahas tentang 
efektivitas dari implementasi program pendidikan sekolah komprehensif (PLS) 
Paket C di PKBM Variant Center Surabaya. Teori yang digunakan adalah teori 
efektivitas dari Duncan dengan indikator pencapaian tujuan, adaptasi, integrasi. 
Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan yang digunakan pada 
penelitian ini adalah teknik purposive dan snowball. 
Keempat, yaitu sebuah penelitian berupa Skripsi Ilmu Administrasi Negara 
Universitas Madura oleh Sri Wahyuni tahun 2017 dengan judul “Efektivitas 
                                                          
15 Wiwit Wahyuningtias Anggrain, 2017. Efektivitas Program Pendidikan Luar Sekolah Dalam 
Kejar Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “Variant Centre” Kelurahan Petemon 
Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Jurnal Aplikasi Administrasi, Vol. 20, No. 1. 
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Organisasi Dalam Pelayanan E-KTP di Kecamatan Sampang Kabupaten 
Sampang”.16 Penelitian ini membahas mengenai Efektivitas Organisasi dalam 
Pelayanan E-KTP di Kecamatan Sampang. Teori yang digunakan yaitu teori 
efektivitas dari Duncan dengan indikator, pencapaian tujuan, integrasi, dan 
Adaptasi. Menggunakan metode kualitatif dan menggunakan purposive sampling 
dalam menentukan informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
efektivitas dalam pelayanan E-KTP di Kecamatan Sampang sudah efektif karena 
sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Namun pada indikator 
adaptasi masih memiliki kekurangan dalam hal sarana dan prasarana yang belum 
lengkap. 
Kelima, yaitu sebuah penelitian berupa Skripsi Ilmu Administrasi Negara 
Universitas Negeri Makassar oleh Afridha Noor Pewara tahun 2018 dengan judul 
“Efektivitas Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Disa Bone-Bone 
Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”.17 Penelitian ini membahas Efektivitas 
Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka 
Kabupaten Enrekang. Teori efektivitas digunakan dalam penelitian ini dan teori 
tersebut dari Duncan dengan indikator pencapaian tujuan, adaptasi, integrasi. 
Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data 
yang dilakukan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Desa Bone-Bone Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok dapat dikatakan cukup efektif. 
                                                          
16 Sri Wahyuni, 2017. Efektivitas Organisasi Dalam Pelayanan E-KTP di Kecamatan Sampang 
Kabupaten Sampang. Skripsi: Universitas Madura. 
17 Afridha Noor Pewara, 2018. Efektivitas Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Disa Bone-
Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Skripsi: Universitas Negeri Makassar. 
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Keenam, yaitu sebuah penelitian berupa skripsi Sarjana Ilmu Pemerintahan 
Universitas Brawijaya yang dilakukan oleh Damar Tawang Ghifari dengan judul 
“Formulasi Kebijakan Mall Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 
2018”18 tahun 2018. Fokus dalam penelitian adalah membahas proses formulasi 
kebijakan Mal Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten Banyuwangi dengan 
melihat faktor pendukung dan penghambat dalam proses formulasi kebijakan. Teori 
yang digunakan yaitu teori tahapan Formulasi Kebijakan dari Budi Winarno dengan 
indikator yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif, 
penetapan kebijakan. 
Ketujuh, yaitu sebuah penelitian berupa Skripsi Universitas Panca Marga oleh 
Ahmad Gofur tahun 2019 dengan judul “Efektivitas Mal Pelayanan Publik Dalam 
Upaya Mempermudah Akses Pelayanan E-KTP Bagi Masyarakat Di Kabupaten 
Probolinggo”.19 Penelitian ini membahas efektivitas Mal Pelayanan Publik di 
Kabupaten Probolinggo dalam upaya mempermudah akses pelayanan E-KTP bagi 
masyarakat. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori efektivitas oleh 
Duncan dengan indikator pencapaian tujuan, adaptasi, integrasi. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini 
bahwa dengan bergabungnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Mal 
Pelayanan Publik di Kabupaten Probolinggo dapat dikatakan efektif dengan melihat 
pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil khususnya 
                                                          
18 Damar Tawang Ghifari, 2018. Formulasi Kebijakan Mall Pelayanan Publik Di Kabupaten 
Banyuwangi Tahun 2018. Skripsi: Universitas Brawijaya 
19 Ahmad Gofur, 2019. Efektivitas Mal Pelayanan Publik Dalam Upaya Mempermudah Akses 
Pelayanan E-KTP Bagi Masyarakat Di Kabupaten Probolinggo. Skripsi: Universitas Panca Marga. 
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pelayanan E-KTP telah berkembang jauh lebih cepat dibandingan ketika belum 
berada di Mal Pelayanan Publik. 
Kedelapan, yaitu sebuah penelitian berupa jurnal dari Jurnal Studi 
Kepemerintahan, Vol. 3 No. 1, Tahun 2020 oleh Arnita Febriana Puryatama dan 
Tiyas Nur Haryani dengan judul “Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal 
Pelayanan Publik di Indonesia”.20 Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk 
menganalisis pelayanan prima pelayanan publik melalui penyelenggaraan Mal 
Pelayanan Publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif 
dengan mendeskripsikan keadaan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagai 
bentuk dari pelaksanaan pelayanan prima dalam reformasi administrasi. Dari hasil 
analisis, dapat diketahui bahwa pelayanan prima melalui Mal Pelayanan Publik di 
Indonesia ditandai dengan perubahan pada aspek struktur dan prosedur birokrasi 
serta adanya efisiensi administrasi. Selain itu, pelayanan prima dalam aspek 
reformasi administrasi juga ditandai dengan adanya perubahan dari sisi perilaku dan 
sikap birokrasi yang condong pada paradigma New Public Service (NPS) yang 
berorientasi untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. 
Kesembilan, yaitu sebuah penelitian berupa jurnal dari Jurnal Tata Sejuta, 
Vol. 6, No. 2, Tahun 2020 oleh Riski Puspita Lestari, Dyah Mutiarin, Achmad 
Nurmandi dengan judul “Inovasi Mall Pelayanan Publik Untuk Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik Di Kabupaten Kulon Progo”.21 Penelitian ini membahas 
                                                          
20 Arnita Febriana Puryatama, Tiyas Nur Haryani, 2020. Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan 
Mal Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Studi Kepemerintahan, Vol. 3, No. 1. 
21 Riski Puspita Lestari, Dyah Mutiarin, Achmad Nurmandi, 2020. Inovasi Mall Pelayanan Publik 
Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Tata Sejuta Vol. 
6, No. 2. 
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inovasi Mal Pelayanan Publik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis melalui 
Aplikasi Nvivo12 Plus dengan fitur crosstab dan matrix query rate (%). Hasil dari 
penelitian ini adalah:  pertama, Relative advantage berdasarkan keuntungan yang 
diberikan dengan adanya inovasi Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kulon Progo. 
Masyarakat sekitar yang paling dominan dalam mendapatkan keuntungannya. 
Kedua, Compatibility atau kesesuaian menunjukkan kessuaian inovasi Mal 
Pelayanan Publik di Kulon Progo ini lebih sesuai dengan kebutuhan dan yang telah 
di rencanakan. Ketiga, complexity atau kerumitan pada  inovasi Mal Pelayanan 
Publik di Kulon Progo dapat dengan mudah untuk dipahami oleh pengguna 
layanan. Keempat, triability menunjukkan inovasi Mal Pelayanan Publik benar-
benar telah diujicobakan, kemudian masing-masing daerah mengadopsi inovasi ini. 
Kelima, observability menunjukkan bahwa inovasi MPP ini dapat di lihat oleh 
penerima dari inovasi ini dalam hal ini  yakni masyarakat, sehingga hal ini juga lah 
yang menjadi faktor masyarakat yang paling dominan dibandingkan dengan yang 
lainnya. 
Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu 
















pelayanan terpadu satu 
pintu di Kabupaten 
Malang. Penelitian ini 
menggunakan pengertian 
efektivitas dari Drucker 
Peneliti lebih berfokus 
di efektivitas saat 
Tatanan normal baru 
pada Mal Pelayanan 
Publik di Kota Surabaya 
yang menjadi unit 
analisis dengan 
menggunakan teori 
efektivitas dari Duncan.  
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Penunjang Pariwisata pada 
pelayanan Registri Usaha 
Pariwisata Kota Semarang, 
Penelitian ini 
menggunakan teori 
efektivitas dari Duncan 
dengan indikator 
pencapaian tujuan, 
adaptasi, integrasi.  
Peneliti lebih berfokus 
di efektivitas saat 
Tatanan normal baru 
pada Mal Pelayanan 
Publik di Kota Surabaya 
yang menjadi unit 
analisis dengan 
menggunakan teori 
efektivitas dari Duncan.  
Sedangkan penelitian 
terdahulu berfokus pada 
efektivitas organisasi 
pada pelayanan tanda 
daftar usaha pariwisata 



















Kualitatif- Penelitian ini 
berfokus pada bagaimana 
efektivitas program 
pendidikan sekolah 
komprehensif (PLS) Paket 
C di PKBM Variant Center 
Surabaya serta 
menganalisis bagaimana 
faktor pendukung dan 
penghambat yang ada. 
Penelitian ini 
menggunakan teori 
efektivitas dari Duncan 
dengan indikator 
pencapaian tujuan, 
adaptasi, integrasi.  
Peneliti lebih berfokus 
di efektivitas saat 
Tatanan normal baru 
pada Mal Pelayanan 
Publik di Kota Surabaya 
yang menjadi unit 
analisis dengan 
menggunakan teori 
efektivitas dari Duncan.  
Sedangkan penelitian 
terdahulu lebih berfokus 
pada efektivitas 
program pendidikan 
luar sekolah dalam kejar 
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Kualitatif- Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana 
Efektivitas Organisasi 
dalam Pelayanan E-KTP di 
Kecamatan Sampang. 
Penelitian menggunakan 
teori efektivitas yang 
dikemukakan oleh Duncan 
dengan indikator 
pencapaian tujuan, 
integrasi, dan adaptasi.  
Peneliti lebih berfokus 
di efektivitas saat 
Tatanan normal baru 
pada Mal Pelayanan 
Publik di Kota Surabaya 
yang menjadi unit 
analisis dengan 
menggunakan teori 
efektivitas dari Duncan.  
Sedangkan penelitian 
terdahulu lebih berfokus 
pada efektivitas 
organisasi dalam 





















Kawasan Bebas Asap 





efektivitas dari Duncan 
dengan indikator 
pencapaian tujuan, 
adaptasi, integrasi.  
Peneliti lebih berfokus 
di efektivitas saat 
Tatanan normal baru 
pada Mal Pelayanan 
Publik di Kota Surabaya 
yang menjadi unit 
analisis dengan 
menggunakan teori 
efektivitas dari Duncan.  
Sedangkan penelitian 
terdahulu lebih berfokus 
pada efektivitas 















Kualitatif- Penelitian ini 
bertujuan untuk 
menganalisis bagaimana 
proses formulasi kebijakan 
mal pelayanan publik di 
Kabupaten Banyuwangi 
dan melihat faktor 
pendukung dan 
penghambat dalam 
formulasi kebijakan mal 
pelayanan publik. Dalam 
penelitian ini, peneliti 
menggunakan teori 
Peneliti lebih berfokus 
di efektivitas saat 
Tatanan normal baru 
pada Mal Pelayanan 
Publik di Kota Surabaya 
yang menjadi unit 
analisis dengan 
menggunakan teori 
efektivitas dari Duncan.  
Sedangkan penelitian 
terdahulu lebih berfokus 
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Peneliti lebih berfokus 
di efektivitas saat 
Tatanan normal baru 
pada Mal Pelayanan 
Publik di Kota Surabaya 
yang menjadi unit 
analisis dengan 
menggunakan teori 
efektivitas dari Duncan.  
Sedangkan penelitian 
terdahulu lebih berfokus 
dalam efektivitas suatu 
unit yang tergabung 















Kualitatif- Tujuan dari 
penulisan artikel ini adalah 
untuk menganalisis 
pelayanan prima pelayanan 
publik melalui 
penyelenggaraan mal 
pelayanan publik di 
Indonesia. Metode 
penelitian yang digunakan 




Pelayanan publik sebagai 
Peneliti lebih berfokus 
di efektivitas saat 
Tatanan normal baru 
pada Mal Pelayanan 
Publik di Kota Surabaya 
yang menjadi unit 
analisis dengan 
menggunakan teori 
efektivitas dari Duncan.  
Sedangkan penelitian 
terdahulu lebih berfokus 
pada mendeskripsikan 
bagaimana inovasi dari 
Mal Pelayanan Publik. 
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bentuk dari pelaksanaan 
pelayanan prima dalam 
reformasi administrasi. 
Dari hasil analisis, 
diketahui bahwa pelayanan 
prima melalui Mal 
Pelayanan Publik di 
Indonesia ditandai oleh 
perubahan pada aspek 
struktur dan prosedur 
birokrasi dengan adanya 
efisiensi administrasi. 
Selain itu, pelayanan prima 
dalam aspek reformasi 
administrasi juga ditandai 
dengan adanya perubahan 
dari sisi perilaku dan sikap 
birokrasi yang condong 
pada paradigma New 
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Kualitatif- Penelitian   ini 
bertujuan  untuk  
mengetahui  inovasi  mal  






desktiptif dengan analisis 
melalui Aplikasi Nvivo12 
Plus dengan fitur crosstab 
dan matrix query rate. 
Peneliti lebih berfokus 
di efektivitas saat 
Tatanan normal baru 
pada Mal Pelayanan 
Publik di Kota Surabaya 
yang menjadi unit 
analisis dengan 
menggunakan teori 
efektivitas dari Duncan.  
Sedangkan penelitian 
terdahulu lebih berfokus 
pada peningkatan 
kualitas pelayanan 
publik dari adanya Mal 
Pelayanan Publik. 
Sumber: Diolah oleh penulis 2021 
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2.2 Kerangka Teoritik 
Pada sub bab ini, penulis akan memamparkan beberapa kerangka teoritik 
berkenaan dengan judul yang diangkat oleh peneliti mengenai efektivitas yang 
nantinya akan menjadi acuan dasar dalam membingkai penelitian ini. 
2.2.1 Efektivitas 
Efektivitas mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang, bergantung pada 
kerangka acuan yang dipakainya.22 Dalam kamus umum bahasa Indonesia 
Efektifitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan 
dalam mencapai tujuan.23 Pendapat yang senada dikemukakan oleh Mahmudi yang 
mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara output dengan tujuan, 
dikatakan bahwa semakin besar output dari tujuannya, maka semakin efektif 
organisasi, program atau kegiatannya.24 Efektivitas menggambarkan seluruh siklus 
input, proses dan output yang mengacu pada hasil untuk melihat suatu organisasi, 
program atau kegiatan telah sejauhmana mencapai tujuannya (kualitas, kuantitas, 
dan waktu). Dengan demikian efektivitas dapat diartikan sebagai suatu tindakan 
yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang 
dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. 
Pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan karena seringkali output 
yang dihasilkan lebih banyak tidak berwujud (intangible) sehingga tidak mudah 
untuk dikuantifikasi. Kesulitan yang ada dalam pengukuran efektivitas tersebut 
karena pencapaian hasil seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan 
                                                          
22 Richard M. Steers, 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarata: Erlangga. Hlm. 1 
23 Suharto, 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Surabaya: Pt. Indah. Hlm. 742. 
24 Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hlm .92. 
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tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas 
biasanya dinyatakan secara kualitatif  dalam bentuk pernyataan saja, artinya apabila 
mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula. Menurut pendapat David 
Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey menyebutkan ukuran 
efektivitas, sebagai berikut: 
1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas 
atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil yang 
dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan 
keluaran (output). 
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat 
kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif 
(berdasarkan pada mutu). 
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif 
dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan 
kemampuan. 
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam 
suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan 
kadar yang tinggi. 25 
Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektifitas harus terdapat 
suatu perbandingan antara input dan output. Namun demikian, menurut pendapat 
Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers menyebutkan beberapa ukuran dari 
pada efektivitas, yaitu: 
                                                          
25 Ibid. Hlm. 119-120. 
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1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi. 
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan. 
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan 
dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik. 
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya 
untuk menghasilkan prestasi tersebut. 
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua 
biaya dan kewajiban dipenuhi. 
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan 
masa lalunya. 
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang 
waktu. 
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada 
kerugian waktu. 
9. Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, 
yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan 
memiliki. 
10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang mucul dari setiap individu untuk 
mencapai tujuan. 
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu 




12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah 
prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan 
terhadap rangsangan lingkungan.26 
Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran 
efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan 
tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauh mana 
organisasi, program/ kegiatan melaksanakan fungsifungsinya secara optimal. 
Efektivitas akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, H. Emerson dalam 
Soewarno Handayaningrat berpendapat bahwa efektivitas merupakan penilaian 
hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap 
kepentingan orang banyak.27 
2.2.2 Efektivitas Duncan 
Pada awalnya teori efektivitas dari Duncan digunakan untuk pada sebuah 
organisasi yang akan melihat bagaimana sebuah organisasi dapat meraih 
efektivitasnya dalam keadaan lingkungan yang tidak menentu, sehingga hal ini 
yang menjadi alasan penulis mengapa menggunakan teori efektivitas dari Duncan 
tersebut karena sesuai dengan keaadaan dan latar belakang yang telah ditulis. Teori 
efektivitas dari Duncan memiliki tiga indikator utama yaitu:28 
 
 
                                                          
26 Richard M. Steers, Op. Cit. Hlm. 46. 
27 Handayaningrat, 1985. Sistem Birokrasi Pemerintah. Jakarta: CV Mas Agung. Hlm. 16. 
28 Richard M. Steers, Op. Cit. Hlm. 53. 
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1. Pencapaian tujuan 
Ini befokus pada sejauhmana unit keputusan mencapai tujuan operasional 
yang telah ditetapkan secara formal dimana kinerjanya dievaluasi. Beberapa 
faktor yang dapat dilihat dari pencapaian tujuan, yaitu kurun waktu 
pencapaiannya ditentukan, sasaran merupakan target yang kongktit, dasar 
hukum. 
2. Integrasi 
Untuk tetap bertahan dan tetap efektif, sistem juga harus mengintegrasikan 
individu ke dalam sistem sosial, melalui peran organisasi yang jelas dengan 
harapan peran yang jelas sehingga konflik peran dan abiguitas peran akan 
rendah bagi individu. Integrasi dipandang sebagai komponen penting dari 
efektivitas organisasi, karena keterampilan dan kemampuan individu 
anggota organisasi hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh sistem 
ketika peran organisasi, hubungan yang menghubungkan individu dengan 
sistem, didefinisikan dengan jelas. Pengukuran terhadap integrasi dapat 
dilihat melalui tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan 
sosialisasi, pengembangan dan komunikasi dengan berbagai macam 
organisasi lainnya. Integrasi memiliki beberapa faktor, yaitu: prosedur dan 
proses sosialisai. 
3. Adaptasi 
Adaptasi menjadi sebuah proses dari penyesuaian diri yang dapat dilakukan 
oleh individu terhadap perubahan–perubahan yang terjadi di 
lingkungannya. Tidak hanya berpacu pada pencapaian tujuan-tujuannya dan 
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lagi mengintegrasikan individu, tetapi juga harus ada adaptasi dengan 
lingkungannya untuk dapat bertahan. Kemampuan beradaptasi ini disusun 
dengan sedemikian rupa sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan yang 
ada dalam lingkungannya ketika itu terjadi. Jika pengambil keputusan 
sangat kaku dalam struktur organisasinya, ia tidak akan mampu bereaksi 
dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dengan cepat, dan 
ketidakmampuan yang dihasilkan ini akan menjadi penghambat dalam 
mencapai tujuan dan sasarannya. 
Sehingga apa yang ditekankan disini dalam menilai efektivitas suatu sistem 
sosial, apakah organisasi total atau unit keputusan tertentu, adalah bahwa konsep 
efektivitas harus mempertimbangkan tiga dimensi yang saling terkait: pertama, 
sejauh mana sistem tersebut mencapai tujuannya secara formal. Tujuan dan sasaran 
yang ditentukan. Kedua, seberapa lengkap anggota diintegrasikan ke dalam sistem 
melalui peran yang didefinisikan dengan jelas. Ketiga, sejauhmana sistem dapat 
beradaptasi secara struktural dengan lingkungannya sehingga pengguna peran dapat 
bekerja, beradaptasi dengan tuntutan yang baru hasil dari lingkungan yang telah 
berubah.  
Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengukuran merupakan penilaian 
dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan 
menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai 
sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu 
tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak 
efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari manejemen, dimana dalam sebuah 
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efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan 
pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau 
pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama. 
2.3 Kerangka Pemikiran 
 
Kerangka pemikiran merupakan bagian yang menguraikan sebuah alur 
penulisan dari sebuah penelitian. Tujuan dibuatnya kerangka penelitian yaitu  untuk 
memudahkan peneliti dalam menganalisis dan mengidentifikasi maksud dari 
sebuah penelitian. Berdasarkan penjelasan dari penulis terkait latar belakang, fokus 
penelitian, hingga konsep dan teori yang digunakan, berikut adalah kerangka 




































Sumber: Diolah oleh penulis, 2021  
Latar belakang: 
1. Pandemi Covid-19 
2. Inovasi Mal Pelayanan 
Publik 
 
Teori Efektivitas Duncan 




1. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
HK.01.07/MENKES/328/2020 
Hasil penelitian: 
Efektivitas Mal Pelayanan Publik pada masa tatanan normal baru di Kota 
Surabaya dapat dikatakan efektif. Sistem online yang diterapkan menjadi 
ujung tombak pelaksanaan pelayanan saat masa tatanan normal baru, 
beberapa pelayanan dapat dilakukan sepenuhnya melalui online tanpa 
datang langsung ke lokasi. Selain itu, dokumen hasil pelayanan dapat 
secara mandiri dicetak oleh masyarakat. Namun ada beberapa hambatan 
dari diterapkannya sistem online, seperti adanya gangguan jaringan 
provider maupun server yang tidak dapat ditebak kapan akan terjadi serta 
hambatan dari beberapa masyarakat yang masih gagap akan teknologi 
 
Masa tatanan normal baru merupakan 
masa kenormalan baru bagi 
masyarakat Indonesia dalam 





Pada bab ini akan dijelaskaan mengenai metode penelitian yang akan penulis 
gunakan. Penjelasan tentang metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, jenis 
data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada 
penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data yang terbagi menjadi tiga yaitu wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Jenis data yang akan digunakan yaitu bersumber dari data primer dan 
data sekunder. Setelah itu berlanjut pada tahap teknik analisa data untuk mengamati 
data yang telah didapat. 
3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang mencoba memahami 
suatu fenomena dalam aturan dan konteks naturalnya (bukan di dalam 
laboratorium) yang tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.29 
Selanjutnya, Lexy J. Moleong mengartikan kualitatif sebagai prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat diamati.30 Kemudian menurut Rulan kualitatif 
dipahami sebagai prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif 
berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (subjek) itu 
sendiri.31 Dengan dasar ini penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai sebuah 
peneitian yang mengamati suatu fenomena yang kompleks secara langsung dan 
                                                          
29 Samiaji Sarosa, 2012. Penelitian Kualitataif: Dasar-Dasar. Jakarta: PT. Indeks, hlm. 7. 
30 Lexy J Moleong, 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 
hlm. 4. 
31 Rulan Ahmadi, 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 15. 
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menterjemahkan data-data deskriptif ataupun lisan yang didapatkan dengan 
menggunakan logika ilmiah.  
Tujuan dilakukannya penelitian kualitatif ini untuk mendapatkan data secara 
mendalam serta mengandung makna. Dalam kasus ini, penelitian kualitatif 
menganggap bahwa realitas merupakan hasil dari bentukan pikiran manusia 
yangmana segala sesuatu yang melibatkan manusia akan bersifat kompleks dan 
multi dimensi, terlebih jika didalamnya dapat melibatkan sekelompok manusia dan 
interaksinya. Kompleksitas tersebut akan sangat sulit diukur dan direduksikan 
dalam angka-angka.32 
Creswell mengungkapkan terdapat lima tradisi penelitian yaitu biografi, 
fenomenologi, grounded, theory study, studi kasus dan etnografi.33 Salah satu 
pendekatan yang akan dikaji dalam tulisan ini yaitu studi kasus yang seringkali 
dipandang sebagai metode penelitian yang “amat lemah”. Memaknai sebauah studi 
kasus, telah di sampaikan oleh Robert K. Yin bahwa studi kasus merupakan 
penelitian ilmu-ilmu sosial. Studi kasus mempunyai suatu skema sebuah pertanyaan 
how atau why, yang memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik pada studi 
kasusnya ada dua kategori yaitu, kasus eksplanatoris, eksploratoris.34 Untuk dapat 
lebih memahami mengenai pendekatan studi kasus, penulis menyajikannya dalam 
bentuk tabel di bawah ini: 
 
                                                          
32 Samiaji Sarosa, Op. Cit, hlm. 9. 
33 John W. Craswell, 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima 
Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 145. 
34 Ibid. Hlm 1 
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3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis berada di Kota Surabaya yaitu 
Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya. Sedangkan fokus penelitian ini yaitu melihat 
bagaimana efektivitas dari Mal Pelayanan Publik di Kota Surabaya pada masa 
Tatanan normal baru dengan menggunakan teori efektivitas milik Duncan dengan 
tiga indikator utama yaitu pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi. Dalam melihat 
bagaimana efektivitas tersebut penulis mengambil informan berdasarkan: pertama, 
penanggung jawab dari penyelenggaraan kebijakan yaitu Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.  Kedua, masyarakat sekitar yang 
menjadi pengguna layanan di Kota Surabaya.  
3.3 Jenis Data 
Metode penelitian kualitatif deskriptif memiliki dua jenis data yaitu, data 
primer dan sekunder. Kedua jenis data ini saling berkaitan terutama data sekunder 
yang bersifat menguatkan data primer. Berikut akan dijelaskan mengenai data 
primer dan data sekunder: 
a. Data primer merupakan data yang berasal dari teks wawancara yang 
diperoleh dari kegiatan wawancara terhadap informan yang merupakan 
sampel dalam kegiatan penelitian. Data dapat diperoleh dengan cara 
merekam menggunakan alat dan dicatat manual.35 
b. Data Sekunder merupakan data-data yang sudah ada, dan dapat diperoleh 
dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan. Biasanya data 
                                                          




sekunder berasal dari data-data primer yang sudah diolah oleh peneliti 
sebelumnya. Berikut beberapa yang termasuk dalam kategori data 
tersebut antara lain: 
1. Data bentuk teks: dokumen, pengumuman, suratsurat, dan sepanduk. 
2. Data bentuk gambar: foto, animasi, dan bilboard.  
3. Data bentuk suara: hasil rekaman kaset. 
4. Kombinasi teks, gambar dan suara: film, video, iklan di televisi.36 
Maka melalui penggolongan jenis data primer dan sekunder tersebut, peneliti 
akan dapat lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih strategi penggalian data-data 
untuk memperkuat referensi penelitian ini. 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Data merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah penelitian. Dalam 
penelitian kualitatif digunakan cara pengumpulan data yang umum digunakan 
yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi.37 Selain itu perlu ditekankan dalam 
sebuah metode penelitian kualitatif lebih mengutamanakan kealamian situasi tanpa 
ada rekayasa yang dipaksakan. Sehingga dalam penggunaan teknik pengumpulan 
data juga harus alamiah tanpa dipaksakan. 
3.4.1 Observasi 
Observasi dillakukan dengan cara turun langsung ke lapangan pada lokasi 
penelitian yaitu Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya. Observasi ini dibutuhkan 
untuk dapat menterjemahkan kejadian-kejadian yang didapat. Selain itu juga dapat 
                                                          
36 Ibid. 
37 Haris Herdiansyah, 2001. Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: 
Salemba Himanika, hlm. 116. 
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dilakukan dengan cara berperan sebagai seorang pengamat dan partisipan, ini bisa 
dilakukan dalam waktu bersamaan ataupun terpisah.38 Tekniknya di sini yaitu 
peneliti melakukan pencatatan terhadap kejadian apapun, perilaku, dan berbagai hal 
yang dapat dilihat oleh peneliti terhadap yang apa yang diteliti.39 
3.4.2 Wawancara 
Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuliatatif pasti akan 
melakukakn wawancara untuk dapat bertanya langsung kepada narasumber untuk 
dapat menggali informasi yang bisa menjadi data penelititan. Wawancara 
merupakan proses tanya-jawab yang biasanya berlangsung secara lisan dimana dua 
orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi 
atau keterangan-keterangan.40 
Wawancara merupakan bentuk utama dalam pengumpulan data pada jenis 
penelitian kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini memprioritaskan penggalian 
data dengan teknik wawancara yang ditujukan kepada beberapa narasumber. Dalam 
penelitian ini terdapat beberapa narasumber yang akan menjadi sumber informan 
dalam penggalian data, berikut daftar narasumber: 
Tabel 3.1 
Daftar Informan Wawancara 
No. Nama Jabatan 
1 M. A. Satriyo Kuncoro, S.E Staf Subag Umum & Kepegawaian 
Dinas Penanaman Modal dan 
                                                          
38 John W. Craswell, Op. Cit, hlm. 222. 
39 Jonathan Sarwono, Op. Cit, hlm. 224. 
40 Narbuko Kholid, 2007. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 83. 
34 
 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Surabaya. Humas Koordinator Mal 
Pelayanan Publik Kota Surabaya. 
2 Isbat P. Komandan Regu Petugas Keamanan 
dari Badan Penanggulangan Bencana 
dan Perlindungan Masyarakat Kota 
Surabaya di Mal Pelayanan Publik 
Kota Surabaya. 
3 Niken Sefiana Masyarakat Pengguna Layanan di 
Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya 
4 Elsa Yulia Masyarakat Pengguna Layanan di 
Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya 
5 Galang Endah Prakasa Masyarakat Pengguna Layanan di 
Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya 
6 Eko Handono Masyarakat Pengguna Layanan di 
Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya 
7 Roy Purnomo Masyarakat Pengguna Layanan di 
Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya 
Sumber: Diolah oleh penulis 2021 
3.4.3 Dokumentasi 
Kajian dokumen merupakan sarana pembantu dalam mengumpulkan data 
atau informasi dengan cara membaca surat-surat pengumuman, iktisar rapat, 
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pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.41 Dokumen 
juga dapat berupa catatan pribadi dan gambar yang didapatkan ketika melakukan 
penelitian. 
Dokumentasi dilakukan pada saat melakukan observasi, wawancara, maupun 
studi pustaka sebagai bukti kesahihan dari sebuah penelitian dan hal tersebut 
diperlukan untuk menunjang peneliti dalam penulisan skripsi ini. 
3.5 Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan sebuah mekanisme untuk mengatur urutan data dan 
mengorganisasikannya masuk kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. 
Analisis data memiliki posisi riskan dalam sebuah penelitian karena menganalisis 
sesuatu harus dengan teknik yang benar agar hasil analisa dapat menjadi tepat. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan beberapa langkah berikut:42 
1. Pengumpulan data 
Pengumpulan data merupakan kegiatan awal penelitian yang 
memperoleh data dan menghimpun data yang didapat di lapangan. Tidak 
ada batas waktu saat melakukan pengumpulan data sehingga dapat 
dilakukan sampai laporan selesai dikerjakan. Pada fase ini belum ada 
pembagian antara data primer dan sekunder. Data yang masuk dan 
terkumpul masih butuh untuk dipilah-pilah lagi. Data yang dikumpulkan 
dapat berupa sebuah dokumentasi, wawancara, studi literasi hingga 
observasi serta harus sejalan dengan judul yang dibawa. 
                                                          
41 Jonathan Sarwono, Op. Cit, hlm. 225. 
42 Agus Salim. 2006. Teori & Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm. 22. 
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2. Reduksi data 
Reduksi data merupakan mekanisme pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah 
didapat dan tertulis di buku catatan peneliti di lapangan. Reduksi data 
dilakukan melalui tahap awal pengumpulan data untuk menyisihkan 
informasi yang tidak relevan. Pada proses ini dilakukan pengubahan 
terhadap data yang telah didapatkan menjadi deskripsi dan kemudia 
dikategorikan sesuai fokus pembahasan. Setelah itu peneliti melakukan 
pereduksian data lalu digabungkan dan dihubungkan dengan data-data 
lainnya sehingga mempermudah proses selanjutnya.  
 
3. Penyajian data 
Penyajian data merupakan kegiatan yang mendeskripsikan 
sekumpulan informasi yang dibutuhkan untuk dapat melakukan 
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penelitian. Penyajian 
data dari penelitian kualitatif disajikan melalui bentuk teks seperti 
transkip wawancara. Biasanya juga sebagai pelengkap ditambahkan data 
dalam bentuk sebuah matrik, diagram, table, dan bagan. 
4. Verifikasi dan penarikan kesimpulan 
Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir pada 
teknik analisis data ini. Penarikan kesimplan dilakukan dengan membaca 
makna data yang telah disajikan, sebelum tahap penarikan kesimpulan 
terdapat tahap analisis data yang dperoleh dari penelitian. Oleh 
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karenanya, analisis data kualitatif dilakukan secara berlanjut, berulang 
dan terus menerus. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan menjadi 
wujud dari keberhasilan dari tahap awal menganalisis data. Selanjutnya, 
hasil data yang didapatkan diolah dan disajikan dalam bentuk kata-kata 
untuk dijadikan sebagai menjelaskan fakta yang ada di lapangan dan 




GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN 
4.1 Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya 
Kota Surabaya merupakan Kota Metropolitan43  yang menjadikannya sebagai 
pusat dari kegiatan ekonomi masyarakat terlebih bagi masyarakat Jawa Timur. 
Jumlah penduduk yang semakin meningkat seiring pesona dari Kota Surabaya 
menjadikannya tantangan tersendiri untuk dapat mampu memberikan kehidupan 
yang layak seperti mempersiapkan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Tuntutan 
terhadap pelayanan yang lebih baik pada kenyataannya masih berbenturan dengan 
kondisi birokrasi saat ini yang masih dapat dikatakan jauh dari kata ideal. 
Gambar 4.1 
Peta Kota Surabaya 
Sumber: http://dpm-ptsp.surabaya.go.id/v3/pages/topografi-kota-surabaya 
                                                          
43 https://www.surabaya.go.id/id/page/0/8228/demografi, diakses pada tanggal 04 Maret 2021 
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Sementara itu dilain sisi kebutuhan masyarakat akan pelayanan perizinan 
maupun non-perizinan yang bertambah merupakan suatu hal yang tidak bisa lagi 
ditawar. Sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kreativitas dan 
inovasinya untuk dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat akan pelayanan 
publik. 
Gambar 4.2 
Gedung Mal Pelayanan Publik di Kota Surabaya 
Sumber: Foto oleh penulis, 2021 
Kota Surabaya menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik sebagai salah satu 
jawaban untuk masyarakat Kota Surabaya dalam bidang menyediakan pelayanan 
publik yang layak. Mal Pelayanan Publik merupakan inovasi pembaruan dari sistem 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dijalankan untuk mendekatkan dan 
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kota Surabaya menjadi kota 
pertama yang menerapkan penyelenggaraan Mal Pelyanan Publik di Indonesia yang 
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di resmikan secara langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama 
dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 
tanggal 06 Oktober 2017.44 Mal pelayanan publik yang ada di Kota Surabaya 
menggunakan gedung Siola. Gedung ini memiliki histori panjang, gedung Siola 
merupakan aset pemerintah Kota Surabaya yang awalnya disewakan untuk dapat 
dijadikan sebuah gedung komersil, saat masa sewanya telah habis gedung ini 
kemudian digunakan oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai kantor beberapa 
dinas. Sehingga sebelum adanya penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, beberapa 
dinas telah berkantor di satu tempat tersebut. 
Gambar 4.3 
Papan Informasi Gedung 
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2021 
                                                          
44 Dokumen hasil penelitian 
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Sebelum Mal Pelayanan Publik diselenggarakan di Kota Surabaya, gedung 
ini di isi oleh beberapa dinas sebagai kantor induknya. Terdapat tujuh dinas yang 
ada disini antara lain yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi, BKPM. Dinas yang berkantor di gedung ini 
ada di lantai 2 dan 3, sedangkan lantai 1 digunakan sebagai pusat pelayanan Mal 
pelayanan publik Kota Surabaya. Terdapat beberapa fasilitas yang dimiliki gedung 
Mal Pelayanan Publik, antara lain: 
Tabel 4.1 
Fasilitas Gedung Mal Pelayanan Publik 
No Nama Fasilitas 
1 Area parkir motor dan mobil 
2 Mesin tiket parkir otomatis 
3 Air langsung minum PDAM 
4 Akses disabilitas 
5 Lift 
6 Eskalator 
7 Tangga darurat 
8 Musholla 
9 Ruang tunggu 
10 Taman gantung 
11 Co-working space (KORIDOR) 
42 
 
12 Meja formulir 
13 Mesin antrian 
14 Security 
15 Metal dektetor 
16 Museum 
17 Sentra UKM 
18 Toilet umum 
19 Ruang laktasi 
20 Ruang untuk anak berkebutuhan khusus 
21 Pusat pembelajaran keluarga 
22 AC 
23 Mesin ATM 
24 Layanan pijat tuna netra 
Sumber : Diolah oleh peneliti 2021 
Fasilitas yang dimiliki gedung Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya dapat 
dikatakan lengkap, selain adanya pelayanan perizinan dan non-perizinan ada 
beberapa fasilitas yang dimiliki gedung ini dan dapat diakses secara umum oleh 
masyarakat seperti museum, taman gantung, dan Co-working space yang digunakan 
oleh masyarakat-pelajar sebagai tempat mengerjakan tugas ataupun kegiatan 
lainnya yang membutuhkan ruangan tenang dan nyaman. Seluruh fasilitas ini pada 
saat sebelum pandemi dapat diakses secara mudah oleh masyarakat, namun pada 
saat pandemi melanda hanya beberapa masyarakat saja yang dapat mengakses 
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fasilitas ini bahkan ada fasilitas yang ditutup pada saat masa pandemi yaitu 
museum.  
Tabel 4.2 
Perizinan di Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
2 Izin Usaha Industri (IUI) 
3 Izin Perluasan Industri (IPI) 
4 Izin Permondolkan 
Dinas Perumahan Raykat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan 
Tata Ruang 
5 Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) 
6 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 
7 Sertifikat Laik Fungsi Gedung 
8 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 
9 Tanda Daftar Penyelenggara Reklame 
10 Izin Pendirian Reklame Terbatas 
Dinas Pemadam Kebakaran 
11 Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung 
Dinas Pengelolaan Pajak dan Keuangan Daerah 
12 Layanan Pajak, Bumi, Bangunan (PBB) 
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 
13 Surat Izin Pemakaian Tanah 
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14 Pembayaran Retribusi Rumah dan Rusun 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
15 Izin Pemanfaatan/Pemugaran Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar 
Budaya 
16 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
17 Tanda Dafta Perpustakaan 
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 
18 Permohonan Arahan Teknis Rekomendasi Drainase 
19 Izin Pembangunan Jaringan Utilitas 
20 Permohonan Arahan Teknis Akses Keluar Masuk (INRIT) 
Dinas Sosial 
21 Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak (Adopsi) 
22 Surat Keterangan Terdaftar dan Rekomendasi Organisasi Sosial 
23 Izin Pengumpulan Sumbangan 
Dinas Pemuda dan Olahraga  
24 Surat Keterangan Terdaftar bagi badan, lembaga, dan kelompok 
masyarakat 
25 Sewa Stadion Gelora Bung Tomo 
26 Sewa Stadion Gelora 10 November 
27 Sewa Gedung 
Dinas Lingkungan Hidup 
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28 Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) 
29 Rekomendasi UKL UPL 
30 Rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 
31 Rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) 
32 Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 Skala 
Kota 
33 Izin Lingkungan 
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 
34 Surat Izin Pengangkutan Jenazah 
35 Izin Pembuangan Limbah Tinja 
36 Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau 
37 Izin Penebangan Pohon 
38 Izin Pembuangan Sampah 
39 Penerbitan Surat Keterangan Pemakaman 
40 Surat Izin Pengelolaan Sampah 
Dinas Koperasi 
41 Permohonan Keterangan Susunan Legalitas Pengurus dan Pengawas 
Koperasi 
42 Alih Bina Koperasi 
43 Surat Keterangan Penilaian Kesehatan Koperasi 




45 Izin Operasional 
46 Izin Pendirian 
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 
47 Surat Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner 
48 Surat Izin Dokter Hewan Praktik 
49 Surat Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan 
50 Surat Izin Tenaga Kesehatan Hewa Warga Negara Asing 
51 Surat Izin Penjualan Daging Unggas 
52 Surat Persetujuan Pemakaian Stand Sentra Ikan Hias 
53 Rekomendasi Tempat Penjualan Daging Unggas 
54 Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS) 
55 Rekomendasi Instalasi Karantina Tanaman (IKT) 
56 Tanda Daftar Usaha Produksi Benih 
57 Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 
58 Rekomendasi Tempat Usaha Pengelolahan Hasil Ikan 
Dinas Perhubungan 
59 Surat Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir 
60 Rekomendasi Analisis Dampak Lingkungan (ANDALALIN) 
61 Rekomendasi Uji Berkala 
62 Izin Trayek 
63 Izin Usaha Angkutan 
Dinas Tenaga Kerja 
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64 Surat Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning) 
65 Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga 
Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) 
66 Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) 
67 Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) 
68 Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) 
69 Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan 
70 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
71 Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Perusahaan Jasa 
Pekerja/Buruh (PPJB) 
72 Pelaporan Jenis Penunjang Pekerjaan Dalam Pemborongan Pekerjaan 
(P2DPP) 
73 Pendaftaran Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh 
74 Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 
75 Persetujuan Bursa Kerja Khusus (BKK) 
76 Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
77 Pencacatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
78 Rekomendasi Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia 
79 Pencacatan Lembaga Kerjasama (LKS)  
Dinas Perdagangan 
80 Izin Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, Seminar Dagang 
81 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 
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82 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 
83 Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT) 
84 Tanda Daftar Gudang (TDG) 
85 Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) 
86 Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) 
87 Berita Acara Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya (B2) 
Untuk Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya 




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Layanan Catatan Sipil 
91 Pendaftaran Online Akta Kelahiran dan Akta Kematian WNI 
92 Pendaftaran Online Akta Kelahiran dan Akta Kematian Orang Asing 
93 Pembatalan Akta Perceraian 
94 Pembatalan Akta Perkawinan 
95 Pembatalan Akta Kelahiran dan Akta Kematian 
96 Perubahan Akta-Akta Catatan Sipil Bagi WNI 
97 Salinan Akta-Akta Catatan Sipil Bagi Orang Asing 
98 Salinan Akta-Akta Catatan Sipil Bagi WNI 
99 Kutipan ke-II dan Akta-Akta Catatan Sipil Bagi Orang Asing 
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100 Kutipan ke-II dan Akta-Akta Catatan Sipil Bagi WNI 
101 Pencatatan Pengesahan Anak 
102 Pelaporan Peristiwa Penting WNI di Luar Negeri 
103 Pencatatan Perceraian 
104 Pencatatan Perkawinan Bagi WNI/Orang Asing 
105 Pencatatan Lahir Mati Bagi Orang Asing  
106 Pencatatan Lahir Mati Bagi WNI 
107 Pencatatan Pengakuan Anak Bagi Orang Asing 
108 Pencatatan Pengangkatan Anak Bagi Orang Asing 
109 Pencatatan Pengakuan Anak Bagi WNI 
110 Pencatatan Pengangkatan Anak Bagi WNI 
111 Layanan Catatan Sipil 
Layanan Kependudukan 
112 Formulir Pindah Ke Luar Negeri Bagi Orang Asing Yang Memiliki Izin 
Tinggal Terbatas/Izin Tinggal Tetap 
113 Formulir Pendaftaran Orang Asing TAP (OA TAS Berubah Status Menjadi 
OA TAP Sebagai Dasar Pengurusan KK Dan KTP OA TAP) 
114 Surat Keterangan Tempat Tinggal/SKTT (Orang Asing Datang Dari Luar 
Negeri Yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas) 
115 Surat Keterangan Datang Dari Luar Neeri Bagi WNI 
116 Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri Bagi WNI 
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117 Surat Keterangan Datang Ke Kota Surabaya (Pindah Dalam Wilayah 
NKRI) Bagi OA TAP/TAS 
118 Surat Keterangan Pindah Keluar Kota Surabaya (Pindah Dalam Wilayah 
NKRI) Bagi OA TAP/TAS 
119 Surat Keterangan Pindah Datang Dalam 1 Kelurahan/Antar 
Kelurahan/Antar Kecamatan Bagi OA TAP 
120 Surat Keterangan Pindah Datang Dalam 1 Kelurahan/Antar 
Kelurahan/Antar Kecamatan Bagi OA TAS 
121 Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kota/Kabupaten/Provinsi Bagi 
WNI (Pindah Masuk Kota Surabaya) 
122 Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kota/Kabupaten/Provinsi Bagi 
WNI (Pindah Keluar Kota Surabaya) 
123 Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kecamatan Dalam Satu Kota Bagi 
WNI 
124 Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kelurahan Dalam Satu Kecamatan 
Bagi WNI 
125 Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Satu Kelurahan Bagi WNI 
126 Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT) 
127 Penerbitan KTP Karena Adanya Perubahan Data Bagi WNI 
128 Penerbitan KTP Karena Pindah Datang Bagi WNI 
129 Penerbitas KTP Karena Hilang Atau Rusak Bagi WNI 
130 KTP Baru Bagi WNI 
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131 Penerbitan KK Karena Hilang Atau Rusak Bagi Orang Asing Yang 
Memiliki Izin Tinggal Tetap  
132 Perubahan KK Karena Pengurangan Anggota Keluarga Dalam KK Bagi 
Orang Asing Yang Memiliki KITAP 
133 Perubahan KK Karena Penambahan Anggota Keluarga Bagi Orang Asing 
Yang Memiliki KITAP Untuk Menumpang Dalam KK WNI/OA 
134 Perubahan KK Karena Penambahan Anggota Keluarga (Karena Kelahiran) 
Dalam KK Bagi Orang Asing TAP 
135 KK Baru Bagi Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Tetap 
136 Penerbitan KK Karena Hilang Atau Rusak Bagi WNI 
137 Perubahan KK Karena Pengurangan Anggota Keluarga Dalam KK Bagi 
WNI 
138 Perubahan KK Karena Penambahan Anggota Keluarga Untuk Menumpang 
Ke Dalam KK Bagi WNI 
139 Perubahan KK Karena Penambahan Anggota Keluarga Dalam KK Bagi 
WNI 
140 Kartu Keluarga Bagi WNI  
141 Perubahan Biodata Bagi Orang Asing  
142 Pencatatan Biodata Penduduk Bagi Orang Asing 
143 Perubahan Biodata Bagi WNI 
144 Pencatatan Biodata Penduduk Bagi WNI Dari Luar Negeri 
145 Pencatatan Biodata Penduduk Bagi WNI  








PDAM Surya Sembada 
151 Kasir/Pembayaran 
152 Costumer Service 
153 PSB-SR 
Kejaksaan Negeri 
154 Pelayanan Konsultasi Hukum Masyarakat 
155 Pembayaran Tilang 
Kementerian Hukum dan HAM 
156 Pelayanan Haki 
Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jawa Timur 1 
157 Daftar Dan Perpanjangan NPWP 
158 Pembuatan Kode Billing 
159 Cek KSWP 
160 Konsultasi Pajak 
161 Informasi/Cetak Ulang NPWP 
162 Asistensi Mandiri 




164 Customer Service 
Bank Mandiri 
165 Teller 
166 Customer Service 
Bank Negara Indonesia (BNI) 
167 Teller 
168 Customer Service 
Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
169 Teller 
170 Customer Service 
BPR Surya Artha Utama 
171 Teller 
172 Customer Service 
Sumber : Diolah oleh peneliti 2021 
Pada awal peresmian, Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya memiliki 80 jenis 
pelayanan, dan pada tahun 2021 mengalami perkembangan dengan menambah 
jumlah pelayanannya menjadi 172 jenis pelayanan. Mal Pelayanan Publik ini 
dijadikan sebuah sebuah jujugan bagi masyarakat Kota Surabaya dalam 




4.2 Efektivitas Mal Pelayanan Publik Pada Masa Tatanan Normal Baru di 
Kota Surabaya 
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik menjadi sebuah langkah untuk dapat 
memnuhi harapan masyarakat luas dalam hal membenahi pelayanan publik yang 
ada. Pelayanan publik yang ada selama ini memiliki stigma kurang baik dimata 
masyarakat sehingga menjadikan hal tersebut tujuan utama dalam penyelenggaraan 
Mal Pelayanan Publik. Memperbaiki stigma dari masyarakat terhadap sesuatu tentu 
tidak semudah yang dibayangkan, dibutuhkan konsistensi yang disiplin dalam 
melakukannya. 
Kehadiran Mal Pelayanan Publik di Kota Surabaya menjadi awal dari bentuk 
ikhtiar dalam upaya memperbaiki pelayanan publik yang ada, Kota Surabaya 
menjadi yang pertamakali menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik dan menjadi 
pilot bagi daerah lain dalam menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik. Perjalanan 
dalam memberikan perubahan pada pelayanan publik tentu tidak akan selalu seperti 
yang diharapkan, terlebih saat berhadapan dengan hal non-teknis yang sebabkan 
oleh alam. Seperti situasi saat ini yangmana hingga tulisan ini dibuat Indonesia 
mengalami masa sulit Pandemi Covid-19 dan saat ini sedang menerapkan masa 
tatanan normal baru.  
Mal Pelayanan Publik yang diselenggarakan menggunakan sebuah gedung 
sebagai lokasi yang digunakan untuk menampung segala layanan perizinan dan non 
perizinan yang telah diintegrasikan serta juga digunakan masyarakat yang hendak 
melakukan layanan. Hal ini tentu memicu salah satu protokol kesehatan yaitu 
interaksi secara langsung dan menyebabkan kerumunan, sehingga perlu adanya 
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inovasi dalam beradaptasi dengan keadaan ini. Maka dari itu efektivitas Mal 
Pelayanan Publik Kota Surabaya saat masa tatanan normal baru relevan untuk 
dibahas. 
4.2.1 Pencapaian Tujuan 
Mal pelayanan publik hadir sebagai bentuk upaya dari pemerintah dalam 
membenahi pelayanan publik di Indonesia. Mal Pelayanan Publik diselenggarakan 
dengan tujuan sebagai arah pergerakannya. Secara tertulis tujuan dari 
penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik tercantum pada peratuan Kementerian 
PANRB nomor 23 tahun 2017 yaitu antara lain memberikan kemudahan, 
kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat serta 
meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di 
Indonesia. 
4.2.1.1 Kemudahan 
Salah satu tujuan dari penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 
adalah memberikan kemudahan. Tujuan ini berkaitan erat dengan 
bagaimana Mal Pelayanan Publik dapat lebih mempermudah akses 
masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada, sehingga masyarakat 
dapat memperoleh pengalaman yang baik saat berurusan dengan 
pelayanan publik. Kemudahan yang ada dalam pelayanan publik 
mencangkup sejauh mana masyarakat dapat dengan mudah mengakses 
pelayanan mulai dari kemudahan informasi yang didapat yang kemudian 
menyelesaikan tahapan-tahapan layanan yang ada dari awal hingga akhir. 
Tantangan bagi pemerintah untuk merealisasikannya pun bertambah disaat 
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sekarang mengalami masa pandemi. Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya 
memberikan upaya agar kemudahan ini dapat diperoleh masyarakat pada 
masa tatanan normal baru. Upaya nyata yang telah dilakukan adalah 
penerapan sistem online pada Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya. 
Pada masa tatanan normal baru terdapat protokol kesehatan yang 
harus dipatuhi oleh seluruh elemen dan masyarakat Indonesia. Salah satu 
protokol yang wajib dipatuhi adalah menghindari adanya kerumunan, 
dengan demikian penerapan sistem online dapat dilakukan sebagai 
jawaban solusi untuknya. Sistem online yang diterapkan oleh Mal 
Pelayanan Publik Kota Surabaya didukung dengan server yang 
menampung seluruh kebutuhan dalam pengurusan pelayanan publik. 
Melalui server ini masyarakat dapat mengakses pelayanan di Mal 
Pelayanan Publik Kota Surabaya dan berbagai akses layanan lainnya.  
Dapat diketahui salah satu penyebab adanya kerumunan adalah 
antrean yang panjang dan terlebih lagi terdapat begitu banyak jenis 
layanan perizinan dan non-perizinan di Mal Pelayanan Publik yang 
tentunya semakin banyak pula pengunjung yang datang ke tempat 
tersebut. Sehingga sistem online yang diterapkan mampu digunakan 
masyarakat untuk dapat melakukan antrean secara online. Adanya antrean 
online juga dapat membuat masyarakat tidak membuang-buang waktu 








Sumber: website ssw.surabaya.go.id, 2021 
Sistem online yang digunakan untuk dapat mempermudah 
masyarakat dalam mengurus layanan perizinan maupun non-perizinan 
menjadi solusi tepat. Sistem online yang ada di Mal Pelayanan Publik Kota 
Surabaya dilakukan melalui sebuah website bernama ssw.surabaya.go.id 
dan hal ini diberlakukan tepat saat pandemi berlangsung. Sebelumnya 
sistem online ini sebetulnya sudah ada namun fitur yang diberikan belum 
sepenuhnya lengkap sehingga perlu untuk terus memberikan pembaruan 
dan perbaikan. Pada sistem online ini, masyarakat saat ini juga dapat 
mengakses beberapa pelayanan yang tidak ada di Mal Pelayanan Publik 
Kota Surabaya, seperti akses layanan rumah sakit. Hal ini mengartikan 
bahwa sistem online tersebut telah terintegrasi secara luas dengan layanan 
di luar Mal Pelayanan Publik. Dikatakan bahwa adanya antrean online ini 
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terinspirasi dari pengalaman Walikota Surabaya yaitu bu Risma saat 
melakukan kunjungan ke rumah sakit saat pagi hari sebelum rumah sakit 
tersebut buka, ditemukan sandal-sandal berjejeran kebelakang yang 
merupakan sandal milik pasien yang sedang mengantre.45 
Sejak Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya menerapkan sistem 
online, gedung Mal Pelayanan Publik hanya digunakan sebagai tempat 
mengurus tahapan lanjutan dari pelayanan yang tidak dapat dilakukan 
secara online, selain itu kegiatan kantor beberapa dinas yang ada di gedung 
ini juga masih dilakukan secara normal sesuai penerapan tatanan normal 
baru. 
Pengelolahan sistem online dibantu oleh Dinas Komunikasi Kota 
Surabaya sehingga segala persiapan, pembaharuan, hingga perawatan 
rutin dalam mengurus sistem online tersebut dibantu oleh Dinas 
Komunikasi Kota Surabaya. Kemudahan dari sistem online ini telah 
banyak dirasakan oleh masyarakat yang mengurus layanan perizinan 
maupun non-perizinan, baik bagi yang hanya sesekali saja dalam 
mengurusnya hingga yang hampir setiap hari. Seperti salah satu 
narasumber yang telah diwawancarai, masyarakat Kota Surabaya yang 
bekerja dalam bidang kenotarisan. Dikatakan bahwa dalam pekerjaannya 
beliau diharuskan selalu berurusan dengan penyedia layanan, bahkan pada 
masa pandemi saat ini.46 Adanya Mal Pelayanan Publik dan sistem online 
                                                          
45 Hasil wawancara bersama bapak Satriyo. 
46 Hasil wawancara bersama bapak Eko Handono.  
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tersebut dapat mempermudah pekerjaannya, yang awalnya diharuskan 
berpindah tempat untuk mengurus berbagai layanan perizinan maupun 
non-perizinan sekarang hanya perlu datang dan mengisi formulir di 
website secara online lalu pergi ke Mal Pelayanan Publik untuk melakukan 
tahap lanjutan yang tidak dapat dilakukan secara online. 
4.2.1.2 Kecepatan 
Kecepatan dalam pelayanan publik juga tidak kalah penting, 
penundaan berlarut dan ketidakjelasan waktu kapan akan selesai menjadi 
aduan masyarakat yang cukup populer mengenai pelayanan publik. 
Penundaan yang berlarut dapat disebabkan karena ketidak konsistenan 
pegawai layanan, maupun dapat juga disebabkan karena sumberdaya yang 
terbatas namun permintaan banyak, sehingga terjadi penumpukan antrean. 
Secara dasar masyarakat mempermasalahkan tingkat kecepatan 
dikarenakan harus menunggu dengan waktu yang tidak menentu sehingga 
menyebabkan masyarakat harus membuang waktunya hanya untuk 
menunggu. Sistem online yang telah diterapkan di Mal Pelayanan Publik 
Kota Surabaya dapat membantu karena masyarakat dapat melihat progres 
layanan secara online tanpa harus bolak balik ke Mal Pelayanan Publik, 
dengan catatan layanan tersebut tidak selesai dalam sehari. Namun 
demikian hal ini bukan upaya paling benar karena hal tersebut hanya 




Pada saat masa tatanan normal baru, kecepatan dalam hal pelayanan 
lebih mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan 
Work Form Home (WFH) dan Work Form Office (WFO). Sehingga 
sumberdaya manusia untuk mengurus layanan menjadi berkurang dan 
durasi proses layanan semakin lama. Terlebih lagi jika terjadi hambatan 
dari jaringan baik dari provider internet maupun jaringan server. Namun, 
walaupun kecepatan dalam proses pelayanan selama masa tatanan normal 
baru menurun hal tersebut tidak terjadi secara signifikan. Jika dapat 
diandaikan, saat seharusnya proses pelayanan akan seselai dalam 2 hari 
maka saat masa tatanan normal baru sekarang ini akan membutuhkan 3-4 
hari.  
Selain itu pada masa tatanan normal baru Mal Pelayanan Publik 
Kota Surabaya menerapkan batas jumlah maksimal pengunjung setiap 
harinya yang menjadikan antrean akan semakin panjang sehingga durasi 
menunggu antrean juga akan semakin lama. Hal ini juga yang 
menyebabkan aspek kecepatan pada Mal Pelayanan Publik menurun 
ditengah pandemi saat ini.  
4.2.1.3 Keterjangkauan 
Pelayanan publik harusnya dapat dengan mudah dijangkau oleh 
masyarakat secara luas. Keterjangkauan pada pelayanan publik 
mencangkup sejauhmana keterbukaan informasi mengenai pelayanan 
tersampaikan kepada masyarakat, dan juga akses masyarakat terhadap 
pelayanan publik. Mal Pelayanan Publik memberikan informasi update 
61 
 
dan lainnya melalui dua cara yaitu online dan offline. Secara online 
dilakukan melalui pemberitaan pada beberapa media sosial dan media 
televisi bahkan juga melalui kabar berita online. Sosialisasi secara online 
dapat secara efektif menjangkau masyarakat luas tanpa harus 
menyelenggarakan kegiatan yang dapat mengundang adanya kerumunan, 
sehingga hal ini merupakan salah satu cara untuk dapat memberikan 
keterjangkauan terhadap masyarakat pada masa tatanan normal baru. 
Secara offline, upaya yang dilakukan untuk memudahkan masyarakat 
menjangkau informasi pelayanan publik adalah berkoordinasi dengan 
sesama perangkat daerah untuk menyebarkan informasi yang ada, seperti 
berkoordinasi dengan setiap kelurahan yang ada Kota Surabaya. 
Gambar 4.5 
E-Kios 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2021 
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Di dalam Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya terdapat layanan dari 
Dinas Kependudukan dan Catatatan Sipil Kota Surabaya, dinas ini 
merupakan dinas yang jumlah pemohon layanannya terbanyak dibanding 
lainnya. Didalam Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya dinas ini memiliki 
sebuah fasilitas bernama E-Kios, melalui fasilitas ini masyarakat dapat 
mengurus suatu layanan namun tidak seluruhnya, hanya beberapa layanan 
yang dapat diurus disini. Adanya fasilitas ini dapat membantu dalam 
mengurai antrean yang jika pada situasi normal dapat sangat panjang. 
Kemudian pada saat tatanan normal baru pandemi saat ini, E-Kios tersebut 
diperbanyak dan ditempatkan disetiap keluarahan Kota Surabaya. Selain 
itu, Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya saat masa tatanan normal baru 
memberikan fasilitas E-Kios ini di setiap kelurahan. Hal ini tentu sangat 
membantu karena masyarakat tidak perlu pergi ke Mal Pelayanan Publik, 
dengan catatan layanan yang diinginkan ada di fasilitas tersebut. 
4.2.1.4 Keamanan 
Aspek keamanan menjadi salah satu yang terpenting pada situasi 
tatanan normal baru saat ini. Kekhawatiran masyarakat terhadap 
keamanan pada diri sendiri menjadi faktor yang paling dipertimbangkan 
saat hendak melakukan sesuatu tidak terkecuali dalam soal mendapatkan 
pelayanan publik. Keamanan masyarakat dalam mengurus pelayanan di 
Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya ditunjang oleh sistem online yang 
telah digunakan. Adanya sistem online dapat mengurangi intensitas tatap 
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muka sehingga dapat memaksimalkan keamanan bagi masyarakat 
penerima layanan dan pegawai Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya.  
Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya dibantu oleh BPBLINMAS 
sebagai barisan terdepan dalam menjaga keamanan. Petugas keamanan di 
Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya menjadi tameng pertama sehingga 
saat setelah masuk ke dalam, keamanan yang ada lebih terkendali. Selain 
itu, pihak keamanan yang ada menjadi pengambil tindakan keamanan 
pertama saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan juga petugas 
keamanan disini dapat menjadi penunjuk arah bagi masyarakat yang 
datang ke Mal Pelayanan Publik. 
Gambar 4.6 
Kursi yang disilang untuk menjaga jarak antar pengunjung 
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2021 
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Selain petugas keamanan yang menjadi penyaring pertama, 
dibutuhkan juga kebijakan dari Mal Pelayanan Publik yang dapat 
mendukung keamanan yang ada, terlebih pada masa tatanan normal baru 
yang mengharuskan patuh terhadap protokol kesehatan yang ada. 
Beberapa adaptasi yang dilakukan seperti memberi jarak pada tempat 
duduk, pemasangan mika pada setiap loket layanan, hingga pengadaan 
fasilitas sebuah alat pemindai yang dapat secara otomatis memindai suhu 
tubuh, memindai orang yang lewat menggunakan masker atau tidak, 
hingga data lainnya setiap orang yang melewatinya.  
Gambar 4.7 
Alat pemindai suhu tubuh 
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021 
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Kegunaan dari alat ini adalah untuk memindai suhu tubuh manusia 
secara otomatis saat melewatinya, sehingga dengan adanya fasilitas ini 
dapat mempermudah petugas keamanan dalam bekerja. Jika terjadi 
sesuatu yang diluar standar keamanan, maka alat tersebut akan secara 
otomatis membunyikan alarm. Alat ini terletak tepat di pintu masuk Mal 
Pelayanan Publik bagian utara dan juga berdekatan dengan pos jaga yang 
digunakan oleh petugas keamanan. Fasilitas ini sudah ada sejak saat awal 
pandemi, namun hingga saat ini alat tersebut hanya ada satu di pintu 
bagian utara, untuk pintu bagian barat masih dilakukan pemindaian suhu 
secara manual. 
Gambar 4.8 
Pintu utara Mal Pelayanan Publik 
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2021 
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Selain dari fasilitas berupa alat pemindai, Mal Pelayanan Publik 
Kota Surabaya  juga menerapkan kebijakan batasan jumlah keseluruhan 
pengunjung setiap hari. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban 
masyarakat pada protokol kesehatan agar keamanan yang ada tetap terjaga 
dengan kondusif. 
4.2.1.5 Kenyamanan 
Kenyamanan bagi masyarakat saat melakukan layanan tentu perlu 
untuk diperhitungkan. Aspek kenyamanan sangat berkaitan dengan aspek 
lainnya, sehingga ketika aspek lainnya telah dipenuhi dengan baik maka 
kenyamanan dapat diperoleh. Namun pembahasan kali ini lebih mengarah 
pada fasilitas yang dimiliki dan sejauhmana dapat masyarakat 
mendapatkan manfaatnya. Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya memiliki 
beberapa fasilitas yang dapat diakses oleh masyarakat (pengunjung) dan 
pegawai. Seperti adanya fasilitas AC, kursi tunggu, hingga jaringan wifi. 
Bagi beberapa masyarakat fasilitas yang telah disediakan oleh Mal 
Pelayanan Publik Kota Surabaya telah mampu memberikan pengalaman 




Kursi tunggu luar (pintu utara dan pintu barat) 
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2021 
Namun, fasilitas yang belum dimiliki Mal Pelayanan Publik Kota 
Surabaya adalah mesin fotokopi. Beberapa narasumber mengatakan 
bahwa kebutuhan akan mesin fotokopi hingga saat ini masih besar, terlebih 
saat masa tatanan normal baru. Fasilitas ini dibutuhkan untuk ada di Mal 
Pelayanan Publik yangmana dalam mengurus layanan seringkali 
masyarakat diharuskan untuk mengcopy dokumen tertentu.  
Hal ini sudah menjadi keresahan bagi masyarakat yang berkunjung 
ke Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya. Sejak sebelum adanya pandemi 
hingga pada masa pandemi saat ini mesin fotokopi belum juga difasilitasi. 
Meskipun begitu, mesin fotokopi sebenarnya ada tetapi lokasinya berada 
diluar gedung Mal Pelayanan Publik sehingga bagi masyarakat yang 
membutuhkan jasa fotokopi akan sedikit kesulitan karena harus berjalan 
terlebih dahulu. Toko fotokopi yang ada didekat gedung Mal Pelayanan 
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Publik ini dikelolah oleh masyarakat sekitar sehingga menjadi mata 
pencaharian dan pemasukan tambahan bagi masyarakat sekitar, hal 
tersebut yang menjadi alasan mengapa hingga saat ini Mal Pelayanan 
Publik Kota Surabaya tidak memiliki fasilitas mesin fotokopi. 
4.2.1.6 Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan 
berusaha di Indonesia 
Pelayanan publik perizinan maupun non-perizinan menjadi salah 
satu aspek dalam membangun usaha seperti membuat izin untuk dapat 
membangun usaha. Biasanya usaha yang diharuskan memiliki izin 
tersebut adalah usaha yang dapat dibilang cukup besar, salah satunya 
membangu kaffe ataupun restoran. Seringkali izin ini menjadi penghambat 
bagi masyarakat maupun investor yang ingin membangun suatu usaha. 
Sehingga diperlukan perbaikan pada pelayanan publik yang ada di 
Indonesia untuk dapat mempermudah masyarakat maupun investor yang 
hendak membangun suatu usaha. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 
diharapkan mampu memberikan kemudahan dan pengalaman yang lebih 
baik bagi masyarakat yang hendak mengurus segala izin yang 
bersangkutan. Adanya integrasi antar pelayanan di Mal Pelayanan Publik 
menjadi salah satu bentuk bahwa pelayanan publik telah membaik, seperti 
salah satu narasumber peneliti yang bekerja dibidang kenotarisan. 
Dikatakan beliau seringkali berurusan dengan pelayanan publik dan 
hampir setiap hari mengunjungi Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya. 
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Adanya integrasi pada Mal Pelayanan Publik membuatnya tidak lagi harus 
bolak balik ke berbeda tempat untuk mengurus perizinan yang berbeda. 
Pada masa tatanan normal baru kecepatan pada proses layanan 
menjadikannya sedikit terhambat. Karena dibutuhkan waktu lebih lama 
untuk menyelesaikan proses perizinan yang ada. Namun, adanya sistem 
online dapat menjadi salah satu solusi karena pengurusan hal pelayanan 
perizinan dan non-perizinan dapat dilakukan melalui online walaupun 
tidak seluruhnya. Menurut pihak DPMPTSP, pihaknya telah melakukan 
yang terbaik agar dapat tetap memberikan pelayanan yang terbaik 
sehingga angka wirausaha yang ada dapat terus meningkat. Pelayanan 
publik juga yang menjadi penentu keputusan bagi para investor, tentunya 
dibarengi dengan keadaan yang ada. Tidak ada angka pasti seberapa 
berpengaruh adanya penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, namun dapat 
dilihat dari beberapa kemajuan dari sisi kemudahan, kecepatan, 
keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan bahwa pelayanan publik di 
Indonesia telah sedikit membaik yang dapat diartikan daya saing global 
dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia harusnya 
meningkat.  
4.2.2 Integrasi 
Mal Pelayanan Publik dibangun atas dasar mengintegrasikan beberapa 
pelayanan yang ada, sehingga masyarakat dapat mengakses beberapa pelayanan 
yang berbeda dalam satu tempat. Mewujudkan pelayanan publik yang baik selain 
dibutuhkan adanya terobosan inovasi, kerjasama serta komunikasi yang baik juga 
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dapat mewujudkannya. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya 
dilakukan secara bersamaan dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya 
menjadi koordinator atas terselenggaranya Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya. 
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 
(DPRKPCKTR) membantu dalam hal mendesain dan merenovasi serta merubah 
tata ruang (layout) yang ada di Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya. Dinas 
Komunikasi dan Informatika membantu dalam menyediakan, memasang, merawat 
dan perbaikan atas jaringan internet sehingga segala hal yang menyakut mengenai 
jaringan komunikasi. Dinas Perhubungan membantu dalam hal mengatur dan 
mengkoordinir lalu lintas dan parkir gedung Mal Pelayanan Publik. Dinas 
Pengelolaan Bangunan dan Tanah membantu dalam hal merawat dan menjaga 
kebersihan (cleaning service) gedung Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya. Badan 
Penanggulangan Bencana dan Pelindungan Masyarakat (BPBLINMAS) membantu 
dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan ketentraman lingkungan 
gedung Mal Pelayanan Publik. Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) membantu 
dalam hal menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di gedung dan 
sekitar gedung Mal Pelayanan Publik. Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan 
Aset (LP2A) membantu dalam menunjang dan membatu atas perlengkapan gedung 
Mal Pelayanan Publik.   
Pada masa tatanan normal baru, Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya 
melakukan koordinasi dengan seluruh kelurahan di Kota Surabaya dalam hal 
menyampaikan informasi apapun mengenai pelayanan publik. Kemudian Mal 
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Pelayanan Publik juga memberikan fasilitas E-Kios pada setiap kelurahan sehingga 
masyarakat dapat mengurus beberapa layanan yang dapat diakses hanya melalui E-
Kios. Mewujudkan pelayanan publik yang baik selain melalui terobosan inovasi, 
dibutuhkan juga kerjasama yang mendukung. Pelayanan publik melibatkan 
pemerintah dan masyarakat untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pada 
bagian ini, integrasi menjadi poin atas terciptanya pelayanan publik yang baik. 
Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dapat berpengaruh positif, terlebih 
saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kekurangan alami dari 
diterapkannya sistem online adalah sumber daya manusia yang kurang memadai, 
sehingga kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dapat menjadi salah satu 
cara untuk mengatasinya. 
Selain itu sejak diterapkannya sistem online pada Mal Pelayanan Publik 
Kota Surabaya, beberapa pelayanan dapat dilakukan seluruhnya hanya melalui 
online. Dokumen hasil dari pelayanan tersebut secara mandiri dapat dicetak oleh 
masyarakat, karena hasil dokumen tersebut berbentuk sebuah file. Dokumen hasil 
ini hampir seluruhnya dapat dicetak secara mandiri dan dicetak berulang kali 
sehingga masyarakat dapat melakukan backup data dengan mudah. 
4.2.3 Adaptasi 
Adaptasi merupakan pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu 
menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi ini digunakan 
untuk membuat organisasi dapat berjalan secara yang dinamis, dapat berjalan 
mengikuti perkembangan yang ada. Pengertian adaptasi dalam hal ini dibatasi 
dengan sebagai proses mengatasi masalah halangan yang ada dari lingkungan, 
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penyesuaian terhadap perubahan yang ada, proses perubahan untuk menyesuaikan 
dengan situasi yang berubah, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang 
diciptakan, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan 
lingkungan dan sistem, serta penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil 
seleksi ilmiah. 
Pemerintah Kota Surabaya menggunakan teknologi digital untuk membantu 
dalam menyelesaikan beberapa urusan pada bidangnya. Dibidang pelayanan publik, 
pemerintah Kota Surabaya menggunakan sistem online dengan cara membuat 
website bernama ssw.surabaya.go.id. Pada website ini masyarakat dapat mengakses 
beberapa pelayanan yang ada di Kota Surabaya, didalam website ini mencakup juga 
pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik sehingga dalam proses adaptasinya 
Mal Pelayanan Publik terbantu dengan baik. 
Pada situasi pandemi tatanan normal baru saat ini diperlukan kemampuan 
adaptasi yang tinggi. Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya pun dituntut untuk dapat 
beradaptasi dengan baik pada situasi saat ini agar tetap dapat memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. Adaptasi Mal Pelayanan Publik pada masa pandemi 
berlangsung secara bertahap. Saat awal dinyatakan keadaan darurat pandemi hingga 
ditetapkannya masa tatanan normal baru Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya 
melakukan adaptasi secara bertahap.  
Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya sempat dinonaktifkan atau tutup 
selama masa pandemi. Mal Pelayanan Publik tutup karena siatuasi saat itu yang 
mengharuskan segala sektor publik harus dinonaktifkan. Namun, saat pandemi 
sedikit mereda Mal Pelayanan Publik kembali beroperasi dan beradaptasi dengan 
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lingkungan. Adaptasi yang dilakukan selain menegakkan peraturan protokol 
kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintan. Selain itu, Mal Pelayanan Publik juga 
melakukan adaptasi secara internal dalam menghadapi masa pandemi, hal yang 
dipersiapkan oleh Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya salah satunya adalah 
melakukan rapat koordinasi dengan seluruh elemen yang berkaitan untuk 
menentukan kebijakan yang akan diterapkan pada masa pandemi. Salah satunya 
adalah menonaktifkan pelayanan swasta dari Bank yang ada di Mal Pelayanan 
Publik untuk sementara, hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah pengunjung.  
Pada sisi fasilitas, Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya juga melakukan 
adaptasi seperti memberikan fasilitas alat pemindai di pintu masuk. Alat ini 
berfungsi mengukur suhu tubuh hingga mengecek orang memakai masker atau 
tidak. Selain itu ada juga fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer untuk masyarakat, 
dan fasilitas ini dijaga oleh petugas keamanan agar masyarakat mematuhi protokol 
kesehatan yang sudah ada. 
Ada juga beberapa kebijakan yang diatur untuk dapat beradaptasi pada masa 
tatanan normal baru seperti pemisahan fungsi pintu. Mal Pelayanan Publik memiliki 
dua pintu masuk, pintu pertama adalah pintu utara yang berketakan dengan 
pelayanan yang berkaitan dengan kependudukan. Meskipun telah disediakan E-
Kios di setiap kelurahan, pelayanan kependudukan di Mal Pelayanan Publik tetap 
ramai pengunjung sehingga untuk dapat menerapkan protokol jaga jarak pintu ini 
di khususkan bagi pemohon pelayanan kependudukan. Untuk dapat memasuki 
pintu ini, masyarakat diharuskan memiliki nomor antrean terlebih dahulu dan jika 
tidak memiliki nomor antrean maka tidak akan diperkenankan masuk. Lalu pintu 
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kedua yaitu pintu barat, di pintu ini tidak terlalu banyak yang diubah hanya saja 
pada pintu digunakan untuk masyarakat pemohon pelayanan selain kependudukan. 
Untuk masuk kedalam gedung Mal Pelayanan Publik, masyarakat tidak dapat 
masuk bebarengan lebih dari satu orang. Jika datang berdua dengan teman maka 
teman tersebut diharuskan menunggu diluar dan jika sama-sama ingin mengurus 
layanan baru diperbolehkan masuk bebarengan. 
4.2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat 
Faktor Pendukung Efektivitas Mal Pelayanan Publik pada masa new normal 
di Kota Surabaya tentu ada beberapa faktor-faktor pendukung yang dapat 
menunjang efektivitas yang diharapkan. Beberapa faktor yang pendukung pada 
efektivitas Mal Pelayanan Publik pada masa tatanan normal baru di Kota Surabaya 
yaitu antara lain: 
1. Adanya dukungan dari pemerintah diluar elemen penyelenggara Mal 
Pelayanan Publik yaitu melalui adanya kebijakan pemerintah yang 
mendukung khususnya pada masa tatanan normal baru saat ini, seperti 
adanya panduan protokol kesehatan yang dapat memudahkan proses 
adaptasi dari Mal Pelayanan Publik pada situasi tatanan normal baru. 
2. Adanya koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah dalam 
menanggapi masa tatanan normal baru. Tingkat integrasi yang dimiliki Mal 
Pelayanan Publik menjadi faktor pendukung yang secara tidak langsung 
memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.  
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3. Adanya fasilitas, sumberdaya, dan teknologi yang mumpuni dalam 
menunjang efektivitas Mal Pelayanan Publik di Kota Surabaya. Terlebih 
pada masa tatanan normal baru dukungan ini benar-benar diperlukan.  
Selain adanya faktor pendukung, efektivitas pada Mal Pelayanan Publik 
pada masa tatanan normal baru di Kota Surabaya memiliki beberapa faktor 
penghambat yang menjadi kendala dalam mencapai efektivitasnya. Beberapa faktor 
penghambat pada efektivitas Mal Pelayanan Publik pada masa tatanan normal baru 
di Kota Surabaya antara lain: 
1. Adanya beberapa masyarakat yang kurang mampu beradaptasi dengan 
teknologi digital yang ada yaitu sistem online. Hal ini menyebabkan 
kesulitan tersendiri bagi masyarakat tersebut untuk dapat mengakses 
layanan di Mal Pelayanan Publik. Namun demikian, walaupun jika memang 
pada prakteknya terdapat masyarakat yang gagap teknologi tersebut datang 
ke Mal Pelayanan Publik telah ada petugas keamanan yang dapat membantu 
masyarakat tersebut dan mengarahkannya. 
2. Adanya hambatan jaringan yang tidak dapat diprediksi baik dari jaringan 
provider maupun server. Hambatan ini menjadi berarti karena saat ini sistem 
online sepenuhnya menjadi ujung tombak agar pelayanan publik dapat 
dilakukan secara maksimal. Kemudian adanya kebijakan maksimal 
pengunjung dan WFH/WFO yang diterapkan di Mal Pelayanan Publik Kota 
Surabaya saat masa tatanan normal baru. Hambata ini berdampak pada sisi 
kecepatan pelayanan, namun demikian hal ini masih dalam tahap normal. 
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3. Belum tersedianya fasilitas fotokopi di dalam gedung Mal Pelayanan Publik 
Kota Surabaya yang hingga saat ini fasilitas tersebut masih terus dibutuhkan 






Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Surabaya memang 
merupakan satu invoasi yang dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan publik 
yang lebih baik lagi. Mal Pelayanan Publik menjadi suatu inovasi yang untuk 
merealisasikannya diperlukan sumberdaya yang besar. Pada Kota Surabaya, Mal 
Pelayanan Publik sudah berjalan selama hampir 3 tahun yang kemudian harus 
berhadapan dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini. Penerapan masa tatanan 
normal baru dan adanya protokol kesehatan telah merubah situasi dan tuntutan yang 
ada. Sehingga, harus dilakukan penyesuaian dengan situasi lingkungan yang terjadi 
saat ini. Berikut beberapa poin yang diambil dari hasil penelitian, yaitu: 
1. Pencapaian Tujuan.  
Secara keseluruhan, Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya dapat 
bertahan pada saat masa tatanan normal baru dan mampu tetap pada 
tujuannya. Penerapan sistem online yang dilakukan Mal Pelayanan Publik 
menunjang beberapa tujuan secara bersamaan seperti kemudahan, 
kecepatan, keterjangkauan, keamanan, kenyamanan, dan meningkatkan 
daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. 
Namun demikian, ada tujuan yang walaupun dengan diterapkannya 
sistem online tetap saja mengalami hambatan yaitu kecepatan. Pada sisi 
lain, penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang menggunakan sebuah 
gedung menjadi sedikit kurang efesien karena adanya penerapan sistem 
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online tersebut. Sehingga gedung ini hanya digunakan sebagai kantor 
beberapa dinas dan beberapa kegiatan pelayanan yang tidak dapat 
dilakukan secara online. 
2. Integrasi 
Integrasi yang ada pada penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 
Kota Surabaya sudah dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan 
berbagai Organisasi Perangkat Daerah. Pada masa tatanan normal baru, 
Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya dibantu oleh setiap kelurahan yang 
ada di Kota Surabaya untuk menyampaikan informasi kepada 
masyarakat. Selain itu, berkaitan dengan diterapkannya sistem online, 
beberapa dokumen hasil pelayanan perizinan dan non perizinan dapat 
secara mandiri dicetak oleh masyarakat. 
3. Adaptasi 
Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya mampu dengan baik untuk 
melakukan adaptasi dengan situasi lingkungan yang sedang terjadi yaitu 
masa tatanan normal baru. Walaupun Mal Pelayanan Publik Kota 
Surabaya sempat dinonaktifkan atau tutup selama masa pandemi karena 
kebijakan pemerintah untuk lockdown. Adaptasi yang dilakukan oleh Mal 
Pelayanan Publik Kota Surabaya yaitu dengan menerapkan sistem online 
yang terhubung dengan suatu server. Penerapan sistem online ini 
memiliki hambatan yaitu adanya beberapa masyarakat yang masih gagap 





Saran penulis berikan kepada masyarakat dan penyelenggara Mal Pelayanan 
Publik Kota Surabaya serta seluruh elemen yang membantu keberlangsungan Mal 
Pelayanan Publik Kota Surabaya. Saran tersebut antara lain: 
1. Pada aspek pencapaian tujuan, penulis berharap pengelolah Mal Pelayanan 
Publik Kota Surabaya untuk dapat lebih mengoptimalkan penerapan sistem 
online. 
2. Pada aspek integritas diharapkan Mal Pelayanan Publik dapat lebih luas lagi 
untuk memasukkan beberapa pelayanan-pelayanan lagi kedalam Mal 
Pelayanan Publik untuk dapat memaksimalkan potensi dari penyelenggaran 
Mal Pelayanan Publik. 
3. Pada aspek adaptasi diharapkan pemerintah Kota Surabaya agar dapat 
menginisiasi dalam hal sosisalisasi kepada masyarakat khususnya mengenai 
pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya, dan juga 
memberikan pelatihan melek digital agar hambatan akan sumberdaya 
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P: Bagaimana sejarah Mal Pelayanan Publik Di Kota Surabaya? 
N: Gedung ini merupakan gedung lama milik pemerintah Kota Surabaya, 
sebelumnya gedung ini disewa dan digunakan sebagai gedung komersil hingga 
pada akhirnya setelah kontrak masa sewanya selesai gedung ini tidak digunakan 
lagi. Kemudian sebelum adanya Mal Pelayanan Publik beberapa dinas sudah 
berkantor di gedung ini sehingga saat ada intruksi pusat untuk menyelenggarakan 
Mal Pelayanan Publik kami bisa langsung menyiapkan dan segera 
merealisasikannya. Karena sebelumnya beberapa dinas sudah berkantor disini, 
maka cukup mudah untuk melakukan integrasi bersama dalam upaya 
merealisasikan Mal Pelayanan Publik. Tentu awalnya terdapat tantangan yang 
cukup besar yaitu bagaimana cara menyatukan seluruh elemen agar dapat 
bekerjasama dengan baik, namun itu semua nyatanya mampu kami atasi bersama-
sama.  
P: Bagaimana DPMTSP sebagai koordinator Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya 
melakukan integrasi dan komunikasi dalam penyelenggaraannya? 
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N: Kami membangun Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya secara bersama-sama 
mas. Memang kami sebagai koordinator yang bertanggung jawab atas 
penyelenggaraannya, akan tetapi kami juga dibantu beberapa dinas didalamnya 
seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata 
Ruang (DPRKPCKTR) membantu dalam hal mendesain dan merenovasi serta 
merubah tata ruang (layout) yang ada di Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya. 
Dinas Komunikasi dan Informatika membantu dalam menyediakan, memasang, 
merawat dan perbaikan atas jaringan internet sehingga segala hal yang menyakut 
mengenai jaringan komunikasi. Dinas Perhubungan membantu dalam hal mengatur 
dan mengkoordinir lalu lintas dan parkir gedung Mal Pelayanan Publik. Dinas 
Pengelolaan Bangunan dan Tanah membantu dalam hal merawat dan menjaga 
kebersihan (cleaning service) gedung Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya. Badan 
Penanggulangan Bencana dan Pelindungan Masyarakat (BPBLINMAS) membantu 
dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan ketentraman lingkungan 
gedung Mal Pelayanan Publik. Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) membantu 
dalam hal menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di gedung dan 
sekitar gedung Mal Pelayanan Publik. Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan 
Aset (LP2A) membantu dalam menunjang dan membatu atas perlengkapan gedung 
Mal Pelayanan Publik. 
P: Pada masa pandemi, bagaimana upaya yang dilakukan Mal Pelayanan Publik 
untuk tetap dapat berjalan pada koridornya? 
N: Sejak adanya New Normal ada perubahan yang cukup signifikan yaitu semua 
akses yang ada di Mal Pelayanan Publik bisa dilakukan secara online karena disini 
kami sangat mengurangi tatap muka. Salah satu yang memberikan efek terbesar 
adalah antrean yang sekarang sudah dilakukan secara online yaitu di website 
ssw.surabaya.go.id, sejak dulu antrean menjadi satu bagian yang membuat orang 
malas untuk melakukan dan mengurus sesuatu dan ini juga yang menyebabkan 
kerumunan jadi dengan adanya antrean online besar harapan untuk mengurangi 
kerumunan selama masa New Normal ini. Selain itu untuk lebih mempermudah, 
beberapa layanan yang ada di Mal Pelayanan Publik dapat dilakukan online secara 
penuh dan dokumennya bisa di cetak mandiri atau dikirim ke kelurahan.  
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P: Bagaimana pihak Mal Pelayanan Publik menertibkan keamanan pada New 
Normal? 
N: Tentu kami berpatokan kepada protokol kesehatan yang sudah ada. Satu hal 
terbesar yang kami lakukan adalah mengadakan alat pemindai suhu dan pemindai 
wajah otomatis di depan pintu masuk, hal ini dilakukan untuk mempermudah 
petugas keamanan di depan pintu. Selain itu kami juga menggunakan mika disetiap 
loket layanan kemudian kami juga menyediakan masker, nah masker ini biasanya 
diberikan kepada pengunjung yang tidak menggunakan masker tetapi stoknya 
terbatas. Selanjutnya juga kami menyediakan faceshild untuk siapa saja yang ingin 
menggunakannya, tapi ini dipinjamkan bukan untuk diberikan. Untuk tempat cuci 
tangan dan hand sanitizer juga sudah kami sediakan.  
P: Bagaimana dengan pegawainya? 
N: Untuk pegawai baik itu pegawai staf Mal Pelayanan Publik maupun dinas yang 
ada di gedung ini itu diberlakukan WFH dan WFO yang dibagi 50% sesuai dengan 
fungsinya masing”. 
P: Bagaimana respons Mal Pelayanan Publik saat pertama kali terjadinya pandemi? 
N: Waktu pertama kali diumumkan adanya pandemi dan lockdown, Mal Pelayanan 
Publik sempat tutup 10 hari untuk melakukan penyemprotan disinfektan seluruh 
gedung. Lalu kami buka kembali pelayanan dengan secara bertahap juga 
menyiapkan sistem online tersebut. Juga tentunya dengan sigap langsung 
menyiapkan protokol kesehatan yang sudah ada seperti memasang mika disetiap 
loket hingga keperluan lainnya. Pada masa New Normal ini kami memperioritaskan 
protokol kesehatan karena dalam melakukan dan menetapkan kebijakan kami 
berpatokan pada protokol kesehatan yang ada. 
P: Bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang dialami Mal Pelayanan 
Publik saat New Normal? 
N: Untuk penghambat terbesar itu tentunya adaptasi ya. Karena adanya New 
Normal ini kita tidak diperbolehkan untuk berkerumun yang artinya kami harus 
putar otak untuk melakukan adaptasi dan hasilnya adalah sistem online ini. Selain 
adaptasi dari kami, masyarakat juga perlu adaptasi dan ini juga menjadi tugas kami 
untuk membantu masyarakat beradaptasi (dalam konteks pelayanan publik) dan hal 
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ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selain itu penghambat lainnya adalah 
koneksi internet, karena saat ini kami sudah menggunakan sistem online sehingga 
masalah jaringan menjadi penghambat alami bagi kami namun sejauh ini belum 
pernah terjadi masalah jaringan yang besar mungkin hanya masalah kecil kecil saja 
itupun dari provider bukan dari server kami. Untuk faktor pendukung yaitu adanya 
acuan protokol kesehatan sehingga arah kami untuk bergerak dapat ditentukan dan 
minim resiko gagal, sejauh ini kebijakan yang ada itu mengacu pada protokol 
kesehatan. Pendukung lainnya kami memiliki akses nomor whatsapp, akses email, 
dan telepon untuk menjadi tempat bagi masyarakat untuk memandu yang masih 
kebingungan untuk melakukan pelayanan secara online. Kemudian pendukung 
terbaik adalah dukungan dari setiap elemen di Mal Pelayanan Publik sehingga 
sinergitas yang ada tetap terjaga dengan baik. 
P: Bagaimana upaya sosialisasi yang dilakukan untuk membantu masyarakat dalam 
beradaptasi pada masa New Normal dalam hal pelayanan publik di Mal Pelayanan 
Publik? 
N: Kami menggunakan 2 cara yaitu secara langsung dan tidak langsung (tatap 
muka). Sejauh ini yang paling kami gencar lakukan adalah melalui media sosial. 
Pemerintah Kota Surabaya memiliki sosial media mulai dari Instagram, tweeter, 
dan facebook. Selain itu kami juga terus mengajak seluruh sumber daya manusia 
yang ada disini untuk melakukan sosialisasi ke keluarga dan kerabatnya, cara ini 
sebetulnya yang paling efektif karena langsung dari mulut ke mulut dan tanpa tatap 
muka pun sekarang bisa dilakukan yaitu melalui whatsapp. Selain itu kami juga 
menggunakan kelurahan yang ada untuk memberikan informasi kepada 
masyarakat. Untuk lebih menunjang pelayanan publik yang lebih baik, Mal 
Pelayanan Publik sekarang memberikan fasilitas E-Kios di setiap kelurahan, alat ini 
dapat digunakan untuk mengambil nomor antrean sampai mencari tahu informasi 
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P: Berapa personil yang ada di keamanan gedung Mal Pelayanan Publik? 
N: Ada 4 regu, 1 regu berisi 7 orang. Gedung ini dijaga selama 24 jam sehingga 1 
shift bekerja selama 12 jam. 
P: Yang membedakan tingkat keamanan sebelum pandemi hingga pandemi saat 
ini? 
N: Sebelum pandemi, semua bebas. Dalam artian pada saat bertugas hanya 
menunggu laporan saja. Di Mal Pelayanan Publik itu yang paling ramai pengunjung 
adalah dinas kependudukan kemudian UPTSA, disitu ada pelayanan tatap muka 
yangmana pengunjung dapat mengurus secara langsung tanpa adanya penjagaan 
yang ketat. Biasanya kami hanya menanyakan tujuannya jika akan ke dinas 
kependudukan maka kami akan mengantarkan ke zona M yiatu zona informasi 
dinas kependudukan tapi seiring berjalannya waktu zona M dihapus dan diganti ke 
E-Kios karena terjadi penumpukan di zona M yang lalu kemudian E-kios saat ini 
ada di setiap kelurahan. Pada masa pandemi awal mula dipasang mika disetiap loket 
yang ada dan juga pintu masuk dibedakan, karena pengunjung paling banyak adalah 
dinas kependudukan dan UPTSA maka pintu masuk UPTSA berada di pintu utara 
dan pintu masuk dinas kependudukan berada di pintu barat. Pada saat pandemi kami 
tidak henti-hentinya untuk terus mengingatkan protokol kesehatan kepada 
masyarakat yang berkunjung, dan jika ada yang nakal biasanya tidak kami 
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perbolehkan masuk. Selain itu pada saat pandemi kami benar-benar meningkatkan 
ketertiban keamanan. 
P: Bagaimana pembagian kinerja petugas keamanan linmas di Mal Pelayanan 
Publik? 
N: Sebetulnya sama aja sih mas, cuman ada pembedaan antara petugas keamanan 
laki-laki dan perempuan, untuk yang perempuan biasanya fokus pada pelayanan 
dan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan di MPP kalau laki-laki 
harus bisa semua mas dan untuk komandan regu harus terus melakukan mobilisasi 
untuk mengawasi seluruhnya. 
P: Bagaimana pendukung dan penghambat bagi petugas keamanan di MPP saat 
pandemi? 
N: Menurut saya penghambatnya adalah cctv. Cctv yang ada di MPP masih kurang 
dan perlu diadakan perbaikan pada beberapa unit. Penghambat selanjutnya bagi 
saya adalah adanya masyarakat yang terkadang kurang bisa memahami situasi, 
karena saat ini adalah masa pandemi itu terkadang masih ada beberapa orang yang 
tidak mau menggunakan masker saat berkunjung ke MPP, jika sudah ada kejadian 
seperti ini biasanya kami suruh pakai masker dulu dan kami menyediakan sih 
beberapa masker tapi jika semua orang tidak memakai masker kami juga kerepotan. 
Jika masih tidak mau menggunakan masker biasanya kami tanya keperluannya, 
apakah bisa dilakukan secara online atau tidak. Jika bisa kami arahkan untuk online 
jika tidak ya terpaksa kami tidak perbolehkan masuk sampai memakai masker, jika 
saat itu stoknya ada ya kami kasih kalau tidak ada harus beli sendiri. Untuk 
pendukungnya sejauh ini bagi saya yang sangat mendukung adalah komunikasi 
yang baik dan kebijakan yang tepat di MPP. Beberapa kebijakan yang ada saat masa 
pandemi menurut saya sudah sangat tepat seperti pemisahan pintu masuk dan 
penggunaan antrean online itu. 
P: Apakah pernah ada kejadian yang tidak diinginkan di Mal Pelayanan Publik? 
N: Pernah mas, saat itu kejadiannya mati lampu dan kami menyalakan mesin genset 
untuk menghidupkan listrik sementara. Tetapi saat itu mesinnya overheat dan 
mengeluarkan banyak asap, hingga kebakaran ringan. Saat itu langkah pertama 
yang kami lakukan adalah evakuasi seluruh orang yang ada di dalam gedung ke 
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titik kumpul. Saat itu kami lakukan bagi tugas, sebagian evakuasi dan sebagian ke 
titik permaslahannya dan kami memberikan penanganan pertama yaitu 





Tanggal wawancara: 25 Maret 2021 
Tempat /waktu: Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya 
Identitas Informan 3 
Nama: Niken Sefiana 




P – Pewawancara 
N – Narasumber 
 
P: Ke Mal Pelayanan Publik keperluannya apa mbak? 
N: Mau mengurus KTP baru 
P: Apakah mengurus KTP baru harus di Mal Pelayanan Publik? 
N: Sebenarnya bisa diurus di kecamatan atau kelurahan mas, tapi karena saya 
pernah mengurus sesuatu juga disini jadinya ngurus disini saja 
P: Sebelumnya mengurus apa ke Mal Pelayanan Publik? 
N: Mengurus KK mas 
P: Bagaimana menurut pengalaman mbak mengenai pelayanan publik di Mal 
Pelayanan Publik? 
N: Menurut saya bagus mas, disini ngurusnya mudah bahkan orang awam yang 
tidak tahu apa-apa dan tidak pernah kesini saya rasa bakal cepat paham. Karena 
pengalaman saya yang pertama saya tidak tahu apa-apa bersama ibu saya saat 
mengurus KK disini, tapi nekat aja hasilnya saat sampai disini saya langsung 
disambut petugas keamanannya dan langsung diarahkan akan mengurus apa. 
Namun karena memang yang saya urus waktu itu KK jadi hanya butuh KTP saja 
tetapi saran saya kalau mau mengurus lainnya lebih baik tau terlebih dahulu 
bagaimana alur dan syarat yang dibutuhkan agar tidak bolak balek karena ada 




P: Bagaimana alur prosesnya mbak? 
N: Alurnya cukup mudah sebetulnya asalkan tahu informasinya dulu, saya waktu 
mengurus KK belum tahu informasi apapun mas jadi modal nekat sama dengan 
sekarang. Dulu antrenya langsung sekarang lewat online dan saya baru tahu itu saat 
sampai disini.  
P: Apakah tidak ada sosialisasi tentang sistem online itu? 
N: Gatau ya mas, harusnya sih ada tapi saya tidak tahu tentang informasi itu. 
P: Saat mengurus KK kemarin, itu dilakukan sebelum pandemi atau saat pandemi? 
N: Sebelum pandemi mas. 
P: Bagaimana perbedaan pelayanan di Mal Pelayanan Publik pada saat sebelum 
pandemi dan saat pandemi? 
N: Yang terasa sih antreannya mas. Sebelum pandemi antreannya sangat banyak 
kalau sekarang karena juga sistem antreannya online jadinya lebih sedikit dan 
tertata yang antre, tidak menumpuk. Kemudian sedikit agak lama sekarang 
prosesnya mungkin juga karena jumlah proses yang dibatasi dan juga pegawainya 
kan gak full mas jadi mungkin gara-gara itu. Kemudian didalem ternyata panas, 
mungkin karena Acnya dimatiin. 
P: Sekarang ini lagi masa pandemi dan berada di fase New Normal, bagaimana 
menurut mbak tentang keamanan dan resiko pandemi di Mal Pelayanan Publik ini? 
N: Sejauh ini yang saya rasakan bagus, penjagaan dan penertiban protokol 
kesehatannya ketat. Ada tempat cuci tangan, alat pemindai suhu, bahkan juga 
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P: Apakah sudah sering ke Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya? 
N: Belum mas, ini baru sekali. Ini ingin mengurus ganti KTP biasa ke E-KTP. 
P: Bagaimana pengalaman mengurus layanan disini? Terlebih saat pandemi 
sekarang. 
P: Pengalaman pertama menurut saya sangat baik, tata krama dan pelayanan sangat 
ramah disini. Terlebih gak ribet mas, step by stepnya secara mudah dapat diketahui 
karena informasinya begitu lengkap dan mudah di akses di website. Dan saya rasa 
sistem online ini memang jawaban untuk masa pandemi sekarang, karena di 
protokol kesehatannya kan kita tau dilarang berkerumun, nah adanya sistem online 
ini benar-benar mengurangi kerumunan. Kemudian protokol kesehatan seperti 
wajib masker dan lainnya juga dilaksanakan dengan baik, bisa dibilang juga ketat. 
N: Sebelum mengurus layanan disini, apakah sudah tahu kalau sistem yang 
digunakan online? 
P: Sudah tau mas, saya tau dari teman kerja.  
N: Bagaimana sistem online yang ada menurut mbak? 
P: Bagus sih mas, jadi saya kemarin daftar antreannya lewat online dan disitu juga 
bisa dipantau saya kebagian hari apa dan jam berapa sehingga saya kesini benar-
benar langsung proses gak nunggu antrean lagi, meskipun nunggu mungkin hanya 
94 
 
sebentar saja. Kemudian kalau yang saya urus ini kebetulan sehari langsung jadi 
mas.  
N: Bagaimana fasilitas yang ada disini mbak? 
P: Secara keseluruhan saya rasa Mal Pelayanan Publik ini sudah memberikan 
fasilitas yang terbaik untuk pengunjung, mungkin kalau bagi saya ada yang kurang 
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P: Mengurus apa mas ke Mal Pelayanan Publik? 
N: Mengurus perpindahan domisili mas. 
P: Bagaimana pendapat anda tentang Mal Pelayanan Publik? 
N: Agak rumit sih menurut saya, karena ada beberapa persyaratan yang tidak bisa 
didapatkan disini. Yang menjadikan rumit ya persyaratannya itu mas buat saya 
karena masih diharuskan wira-wiri. Andaikan persyratannya juga bisa diurus disini 
itu jadi sangat mempermudah. Tetapi untuk keseluruhan masih bisa dikatakan 
bagus karena kalo sudah sampai pada tahap di proses itu sudah cepet. Sayangnya 
Mal Pelayanan Publik nya cuma satu disini, andaikan ada beberapa dan tersebar di 
berbagai kota mungkin dapat lebih memberikan keterjangkauan dalam pelayanan 
publik. Tapi juga ada nilai positifnya Mal Pelayanan Publik dibangun disini, karena 
lokasinya berada di tengah kota sehingga dapat dijangkau dengan mudah juga sih. 
P: Bagaimana fasilitas yang ada disini? 
N: Wah menarik kalo menurut saya mas, karena ada museum juga didalam sini 
sehingga bisa dijadikan hiburan saat masih mengantri pelayanan disini. Tapi 
sayangnya saat masa pandemi seperti ini museumnya ditutup mas. Selain itu juga 
toiletnya bersih banget, bagi saya kebersihan toilet menjadi acuan seberapa layak 
tempat itu untuk dikunjungi.  
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P: Sejauh ini untuk mendapatkan informasi mengenai Mal Pelayanan Publik dari 
mana mas? 
N: Saya akses lewat webnya mas, dan saya tau webnya ini dari kecamatan saat 
mengurus syarat perizinannya. 
P: Bagaimana pendapat anda tentang Mal Pelayanan Publik sebelum pandemi dan 
saat pandemi? 
N: Enakan pandemi mas, karena sepi. Sebelum pandemi itu rame banget sampai 
antrean bisa panjang. Kalau sekarang sepi, meskipun ada antrean panjang itu juga 
karena imbas dari kebijakan maksimal pengunjung. Setau saya maksimal 
pengunjungnya itu 100 per hari 
P: Bagaimana tentang keamanan yang ada disini pada masa pandemi seperti 
sekarang? 
N: Sepertinya menurut saya sudah bagus mas, pengamanan protokol kesehatan 
disini ketat banget bahkan orang yang mau masuk ke dalam gedung benar-benar 
ditanya keperluannya apa sehingga tidak ada orang iseng yang sengaja masuk, 
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P: Keperluan datang ke Mal Pelayanan Publik mengurus apa pak? 
N: Banyak mas, seperti surat hijau. Surat hijau ini adalah izin pemakaian tanah, 
kemudian mengurus IMB yaitu izin mendirikan bangunan, lalu kemudian 
pembayaran PBB dan kebetulan semua itu bisa diurus disini disatu tempat jadi 
memudahkan sekali bagi saya.  
P: Sudah berapa kali bapak mengunjungi Mal Pelayanan Publik? 
N: Sering mas, hampir setiap hari karena pekerjaan saya bersinggungan langsung 
dengan Mal Pelayanan Publik. 
P: Apakah sebelum pandemi bapak sudah sering mengunjungi Mal Pelayanan 
Publik? 
N: Ya, sudah sering. 
P: Lalu bagaimana menurut bapak Mal Pelayanan Publik sebelum pandemi dan saat 
pandemi sekarang? 
N: Yang paling saya rasakan adalah kecepatan waktu proses. Yang biasanya bisa 
selesai 1 minggu bisa molor menjadi 2 minggu. Saya sebetulnya memaklumi ini 
karena memang sejak masa pandemi diberlakukan WFH dan WFO yang membatasi 
jumlah staf pegawai yang masuk. 
P: Dari segi keamanan, karena saat ini pandemi bagaimana menurut bapak? 
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N: Kalau keamanan itu sebetulnya tidak bisa di titik beratkan ke pihak Mal 
Pelayanan Publik karena disini butuh masyarakat yang mengerti juga. Keamanan 
saat pandemi harus didukung juga oleh masyarakatnya. Kalau dari Mal Pelayanan 
Publik sendiri itu saya rasa sudah mengupayakan yang terbaik untuk keamanan 
setiap individu masyarakat yang berkunjung karena bisa dilihat dari adanya 
protokol kesahatan yang ketat disini. Seperti tempat cuci tangan, wajib memakai 
masker, dan didalam pun tidak ada orang yang berkerumun yang hal ini disebabkan 
kebijakan Mal Pelayanan Publik yang membatasi pengunjung masuk. Seperti saat 
ada 3 pengunjung dan yang mengurus hanya 1 maka yang diperbolehkan masuk 
hanya 1 pengunjung yang akan mengurus dan juga sekarang antreannya online jadi 
pengunjung yang masuk kedalam rata-rata tidak lama karena langsung pada poin 
tujuannya. Selain itu ada juga teknologi seperti alat pemindai suhu didepan pintu 
masuk yang menjadikan tingkat keamanan lebih baik. 
P: Bagaimana fasilitas yang ada di Mal Pelayanan Publik menurut bapak? 
N: Fasilitasnya cukup lengkap, bahkan bisa dikatakan ramah difabel. Didalam itu 
disediakan kursi roda bagi kaum difabel. Menurut saya sudah lengkap sih mas 
fasilitas disini cuman ada 1 yang kurang yaitu mesin fotokopi. Disini tidak ada 
mesin fotokopi, ada sih sebetulnya tapi jauh di luar gedung ini dan itu biasanya 
harganya mahal apalagi keliatan orang jauh yang ngurus itu sih nakalnya. Sempat 
juga tentang fotokopi ini dibahas dengan ibu walikota bu risma, beliau mengatakan 
jika fasilitas fotokopi diadakan maka akan berdampak pada ekonomi masyarakat 
sekitar katanya. Jadi ya mau gak mau mas kalau akan mengurus perizinan disini 
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P: Datang ke Mal Pelayanan Publik dengan siapa dan mengurus apa mas? 
N: Saya datang dengan saudara saya, ini sedang mengurus mengurus akte. 
P: Sudah berapa kali mas datang ke Mal Pelayanan Publik? 
N: Sering sih mas, tapi itu sebelum pandemi. Kalau waktu pandemi baru sekali ini 
datang ke Mal Pelayanan Publik 
P: Bagaimana menurut mas tentang Mal Pelayanan Publik pada saat sebelum 
pandemi dan saat pandemi? 
N: Menurut saya sebelum pandemi itu rame mas, dulu saya harus datang lebih awal 
agar dapat antrean awal karena dulu itu antreannya panjang dan menumpuk mas. 
Kalau sekarang lebih enak karena antreannya online, jadi bisa kelihatan saya harus 
datang kapan dan jam berapa ke sini untuk mengurusnya. Bahkan juga saya lihat-
lihat di web itu ada beberapa pelayanan yang dapat dilakukan melalui online 
sepenuhnya. Tetapi walaupun sudah menggunakan sistem online terkadang masih 
banyak warga yang belum paham, contohnya saudara saya ini. Meskipun demikian 
untungnya saya pernah mengurus layanan disini jadi saya dapat membantu saudara 
saya ini. Saya juga sebenarnya baru tau kalau sistemnya sekarang online apalagi 
antreannya, saya mendapatkan informasi ini dari kelurahan saya. Ini sih kurangnya 
Mal Pelayanan Publik menurut saya, yaitu sosialisasinya kurang. 
P: Bagaimana dengan fasilitasnya mas? 
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N: Fasilitas sih bagus mas, cuman disini gak ada mesin fotokopi. Pernah waktu itu 
mengurus layanan disini tapi butuh fotokopi dan saya cari disini tidak ada akhirnya 
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